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PRESIDEN EEFUBLIK INDOMNMES]A,

bahwa dalam rangka mempercepal pembanpunan wilayratb
mclalul penyelenggaraan transmigrasi diperlukan
penpgembangan transmigrasi YEOE  berbasis Ll
pengetahuan dan teknologl dan  penyesualan terhadap
diberlakukannya sistern  penyelenggaraan pemerintah
daerah uruzan konkuren:

bBahwa Peraturan Pemenntah Nemor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1997
renlang Kelransmiprasian sebhagaimans telah divbah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Momor 13 Tahun 1997 tontang
Ketransmigrasian sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan di masvarakar sehinpgga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbanpgan sebagaimana dimaksnd
dalam huruf a dan hural T, serra untuk melaksanalan
ketetitian Pasal B oavar (3], Pasel 14 ayat (3], Pasal 15
ayval (4, Pasal 17, Pasal 22, Pasoel 31, Pasal 33, Pasal 35
ayal (4, Paval 334 avat (2), Pasal 33F, dan Fasal 38 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentanp Ketransmigrasian
sebapaimana telah divbah  dengan  Undang-Undang
Nimar 29 Tahun 29 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Momor 12 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian,
perlu menclapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 14967
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah denpgan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
Ataz Undang-Undang WNemor 13 Tahun 1997 Tentang
Ketransmiprasian:

Mecngingat . .
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Pazal 2 avat (2] Lndang-Undang Dasar Negara Bepuhlik
Indoneszia Tahun 194 5;

Undang-Undang HNomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian ([Lembaran Negara ERepublik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambaban Lembaran Negara
Kepublik [ndonesia Momer 3682) scbapaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomer 29 Tabun 200% tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang  Ketransmugrasian  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomar S030];

MEMUTUSKAM:

PERATLKEAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN
PELAKEANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1597
TENTANG KETEANSMIGRASIAN  sSEBAGAIMAMA  TELAH
DIVBAH DENGAN LINDANG-LINDANG NOMOR 29 TAHLIN 20059
TENTANG PEEUBAHAM ATAS UNDANCG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 144Y TENTANG KETRANSMIGRASLIAN.

BAB [
KETENTUAN L'MUM

Pasal 1

Dalarm Pecatiran Permneninitah ing vang cdimaksud dengan:

1.

2.

Kertansrmugrasian adalah segpala sesuany yang berlairan
dengan penyelenggarsan Transimigrasi.

Transmugrasi adalah  perpindahan penduduk  secara
sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap
di Kawasan Transmigrasi vang disclengparakan oleh
Pemenntah Pusat,

Transpolitan  adalah  pola  pengembangan  Kawasan
Transmigrasi yang mendorong pada pertumbuhan wilavah
baru alau wilavah yang sudah ada yang terbentuk dar
Satuan  Kawasan  Penpembangsan lenntegras) yang
berbasis pertarian madpun nenperlaman yang berfokus
pada pengembangan inovasi prodok onggulan secera
kolaborasi hintas scktor bordasarkan ilmuo pengetahuan
chan leknologl,

4. TranstmgrRsad . . .
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Transmigrasi Transpehtan adzalah pembangunan dan
penpembangan Transmigrast dengan kamakernsik
kolaborast hintas sektor dan inovas) yang berbasis ilmu
pengetalinan dan teknologt.

Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang
mermiliki Tungsi sebapal permukiman dan tempat usaha
rnasvarakal dalam sanl sisfem pengembangan berupa
Wilayah Pengembengan  Trensmigrast  atayg Lokasi
Permukiman Transmigrasi.

Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang sclanjutnya
disingkat WFT adalah wilavah potensial yang ditctapkan
sebagar pengembangan Permukiman Transnugrasl yang
terdici atas beberapa Satuan Kawasan Pengembangan
vanp sdlah  satu diamaranya direncanakan unmk
mewwudkan pusat pertumbubhan wilayah baru sehagal
Kawasan FPerkotaan Bama sesuml dengan rencana lata
rmang wilayah.

Lokasi Pertmukiman  Transmugrasi vang  selanjutnya
dimingkat LPT adalah lokasi potenzial yang ditetapkan
sebagai Permukimman Transmigrasi untuk mendukung
pusal periuminihan wilavah vang siudah Aada atau yang
sedang berkembang sebhagal Kawagsan Perkotaan Baru
scsual donpan rencanda tata ruang wilayah.

Barnan  Kawasan Peongembangan  yanpg  sclanjutnya
dizingkat SKP adalah sam kawasan yang terdiri atas
beberape Satuan Permulaman yang  salah satu
dianlatanya merupakan permukiman vang disiapkan
menjadl desa uwlama dlad pusal Kawasan Perkotean Baru.

tLawasan Perkotaan Bama yvang sclanputnya disingkat KPR
adalah bagian dan Kawaszan Transmigrasi yang ditelapkan
mernjadl pusat pertumbuhan dan berfungsi sebapgal pusat
pelavanan Kawasan Transmigrasi.

Permukiman  Transmugrasi  adalah  satu kesatuan
permuliman atau bagian dar satuan permukiman yang
aipemntukkan bagi tempat ringgal dan tempat usaha
Transmigran.

Satuan Permukiman yang selanjyinya disinphkat 5P adalah
hagian dari SKP berupa salu kesaluan permukiman alan
beberaps permukiman sebagan satu kesatuan,

Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya discbut SP-
Baru adalah bagpan dar SKP berupa =zatu kesatuan
permukiman atau beberapa permukiman sebagal satu
kesatuan vang merupakan hasil pembangunan baima.

132, Satuan . . .
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Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disehbt
SM-Pugar adalah bagian dan SKP berupa permukiman
penduduk setempat yang dipugar menjadh satu kesatuan
dengan permmukiman baru,

Satuan  Permukiman  Pendoduk SBetempat yang
selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah petimuokiman
penduduk  sctempat  dalam deliniasi Kawasan
Transmigrasi vang diperlakukan scbagal 5P,

. Kavwazan Perdesaan adalah wilayah yang metnpubnya

kegiatan ulama perlanian, termasuk pengelolaan sumber
dayva alam dengan susunan fungsi kewasan sebagai
tempat  permukiman perdesaan,  pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan skonemi.

Kawasan Perkotaan edalabh wilayah yang mempunvai
keglatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan scbagsl  lempal  permulaman perkotaan,
permusatan dan distribusl pelayanan Jasa pemnerntahan,
peclavanan sosial, dan kexintan skonomi.

Pusat Pelavanan Kawazan Transmigras] yang selatnjutnya
disingkat PPKT adalah KFE yang berfongsi untuk
melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.

Pusat Pelavanan Lingkunpgan Transmigrasi  yang
sclanjutnya disingkal PPLT adalah desa utama vang
digiapkan menjadl pusat SKP yang bBerlungs untulk
mclayani kcgmatan skala SKP.

Transrmigrasi Umum yang selanputnya disingkat T adalah
jcnis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Provins:, dan/atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota hagi penduduk yang mengalami
keterbatesan dalam mendapatkan peluang keoja dan
usaha.

Trangmigrasi Swakarsa Berbantuan wvang sclanjutnys
disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi vang dirancang
alelh Pemetintabh Pusac, Permerintah Daerah  Provinst,
dan/atau Pemcrintah Dacrah Kabupaten/Hots dengan
mengikutseriakan badan uwsaha =zebapal mitra usaha
Transmigran bagl penduduk vang erpatens berkembang
unculk rmaj.

Transmigrasl Swakarsd  blandm yang selanjutnya
dizingkat TEM adalah jenis Transmigrasi yang merapakan
prakarsa Transmigran yang bersanglulan afas arahan,
layanan, dan bantwan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah  Provingl, dan/ataw Perpetimtah Daerah
Kabupaten/Kora bagi penduduk vang telah memiliki
kemampuan.

22 Daerah . . .
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Daerah Asal Calen Transmigran yang selaniuinys disebut
Daerah Asal  adalah  daerah  prwvinsi dan/atau
kabupaten/kote  tempat  tinggal calon Transmigran
sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi,

Dacrah Tujuan Transmigran yane selanjuinva dischul
Daerabr Tujuan adalsh  dasrah  provinst  dan/arau
kabupaten /kota vyang di wileyahnya dibangun dan
dikembangkan Kawasan Transmigrasi.

Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh
bupati/wali kota atew gubernur vang disediakan untuk
pembangunan Kawasan Transmigrasi

. Komsolidasi Tanah adalah prnatasan kembali penguasaan,

pemilikan, penggunaan, dan pemanlaatan tanah sesuai
dengan rencanza tala ruang  wilayah dalam  usaha
penyediaan tanah unrak kepentingan  pembangunan
Kawzasan Transmigrasi guna meningkatkan kuoalias
lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan
parlisipasi aktif masyvarakat.

Rencang  Kawasan Transmigrast  yang  sclanjutnys
disingkat REKT adalah hasil  perencanaan  Kawdsan
Tranamigrasi vang digunaken sebagal dasar dalam
penyusunan rencana periujudan Kawasan Transmigrasi
dan  penyiapan  dokumen pervyudan Kawasan
Transmigrasi.

Hak Pengelolaan adalah hak menguas=i dard negara yang
kewenangan pelaksanaannya  sebagian  dibmpahkan
kepatla pemegangnya.

Kemitraan dengan Badan Usaha adalah peran scrta Hadan
Usaha dalam bentuk kerja sama dalam keterkaitan usaha,
baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip
saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan
menpLuntungkan YATE mehbatkan masyarakat
Transmigrasl dengzn Hadan Usaha.

Femerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
vang memepang kekuasaan  pomernintahan hegara
Reputdik indonesia vang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Megara Republik Indonesia Tahuo 1945,

Menteri adalah menterl yvang menyelenggarakan uruasan
pemerintahan di bidang Ketransnugrasiarn.

I1. Pemetrinntah . ..
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Fcmerintah Dacrah adalah kepala dacrah scbhagal unsur
penyeclenggara Pemerintahan Dacrah yang memimpin
pelaksanaan ursan  pemerintahan yang  mengad
kewenangan daerah otonom.

Pemernntahh Daerah Provins: adalah pubernur sehagal
unsur penyelengeara Pemenntahan  Dacrah wvang
MCINUMPn  urusan  pemecnntahan yang  mengad
kewenangan daerah provinsi

Peinerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupat/wali
kata sebagal unstr penyelenggacs Pemerintahan Daerah
YA TNEMIMpPIn  urisan pemenniaban vang  menjadi
kewenangan daerah kabupaten S kota.

Badan Tlsaha adalah badan usaha milik nepara, badan
usaha mmlhk dacrah, badan usaha berbadan hukum
termasuk perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha
milik desa/badan usaha milik desa bersamsa.

Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan
penduduk setempat vang ditetapkan sebagai Transmigran
serta penduduk setemnpal yang berlempat tingeal < SP-
Tempelan.

Transmipran adalah warga nepgara Republik [ndonesia
vang berpindah secara sukarela ke Kawasan Tranzsmigrase

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Pemerinlah im bertjuan
urtk:

a.  tmewujodkan  ketertiban dalam penyelenggaraan
Transmigrasi,

tr. memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi

seluruh pamanglku kepentitipan dalam
melaksanakan tugas dan langeung javab serta hok
dan kewajibannya dalam penyelenggaraan

Transmigrasi;

. mewujudkan keadilan bagi seluruh  pemangku
kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggarazsn
Transmigrasi, dan

d. mempercepat  pembangunan wilavah  melalud
penyelenggaraan Transmigrasi yang berbasis ilmg
pengetzhuan dan teknologi.

Penvelengpgaraan Transmigrasi sebagaimanz dimaksad

pada ayat [1} meliputi jeris T, TSE, dan TSM.,

Pazal 3. . .



SK No 25007 A

FRESIDEM
REPUBLIK INODONESIA

ST

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Pemernmtah mi melipub

a.
h,

(1]

(2]

(3

(4

[

(&)

(7}

(5]

Kawaszan Transtograsi,

perencanaan Kawasan Transmigrasi dan  penvediaan
lanah Transmigrasi;

rembangiinan Kawasan Transmigras;

penpembangan Masyarakal Transmigrast oan Kawasan
Transmipgrasi;

jerus Transmigrasi dan pola usaha pokok;

pelakzanaan pemberian bantuan oleh Badan Usaha
kepada Tranamigran;

peran serla matyarakal;
koordinas den pengawasan; dan
tata cara penjatuhan sankst admimistirald.

Pasal 4

Pemerintah Pusat, Pemerintah Dacrah Provinsi, dan

Femcrintah  Dacrah  kabupaten/Kota  melaksanakan

penyelenggaraan Transmigras:.

Pemernintah Daerah Provins: sehapuumana dimaksud pada

avat [1] tordinl dan:

a. Pemerimtah Daerah Proving Dacrah Asal; dan

b. Pemertitah Daesrah Provinsi Daerah Tujuan.

Femerintah Limerah  Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat [1) terdiri dari:

a. Pemerintah Daerah RKabupaten; Kota Daerah Azal;
dan

b. Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota Dacrah Thajuan.

Pemciintah Pusat bertanggung jJawab dalam pelaksanaan

Transmigrasi lintas provinsi.

Pemernntah [Dracrah Provinsi bertanggung jawab atas

pelakaanaan Transmigrasi ntas kabupaten fkota dalam

satu provinsl,

Petnerintah Dhaerah Rabupsaten ! Kota bertanpgung jawats

alas  pelaksenasan  Transmigrasi  delam lingkup

kabupalen/kola.

Pelakzanaan Transmmigrasi sebagaimana dimaksoed pada
ayat (4}, avat [5), dan ayat [B) dilakulian secara bertahap.

Tahapan pelaksanaan Transmugrasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (T} meliput:n:

a, pércncdandan -
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(1]

{2]
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w. pcrencanaan Kawasan Transmigrasi;
b. pembangunan Kawasan Transmiprasi; dan
c. pengembanpan Kawasan Transmigrasi

Pelaksanaan Tranamigrasi sebagaimana dimaksud pada
avat (5} dan ayar [} dapat dilakukan melalui kerja sama
pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Dacrah.

BAR TI
KAWASAN TRANSMIGRAS]

Pasal
Kawasan Transmiprasi ditetapkan oleh Menten,
Penetapan Kawasan  Transmigrasi zebagaimana

dimaksud pada ayat (1] dapat dilakukan berdasarken
usulan dar Pemerintah Daerah.

Pazal &

Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksid dalam
Pusal 5 avat {1] dapat ditetapkan sebagai kKawasan
siratepis nasional, kawssan strategis provinsi, atal)
ltawasan stratepis kabupaten fkota.

Penetapan kawasan siralegis sebagaimana dimaksud
pada ayat {1] dan penjyusiunan rencana ks ousngnya
dilakukan  sesual  dengan  ketentuan  peraturan
petvndang-undanpgan.

Pasgal ¥

Kawasan Transmigras sebaganmana dimaksod dalam
Pasal 3 ayat (1) dibangun dan dikembanghan di Kawasan
Perdesaan dan/atau  kawasan sirdlegis  kabupaten
sebagal sistem produksi

a. pertanian dan pengelolaan sumber dava alam; den
b, nonpertaman,

vang tnemiliki keterksitan Mungsional dan  hicrarki
keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu
kesatuan sistem pengemnbangan,

Sistem produks) pertanian dan pengelolazsn sumber dava
alam, serta sistem produksi nonpertanian sebagaimana
dimaksud pada aryat [1} dibangun dan dikembanghkan
denpan berbasis iltmu pengetahuan dan teknalog.

[(3) Kawssan , ..
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2]

(1)

]

i1

(<)

(3]
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Kawasan Transmiptasi sebapaimana dimaksud pada
ayat [1] dapat berapsa:

4, WPT: atau

b. LFT.

Pasal &

WPT sebagaimana dimseksud dalam Pasal 7 ayat (3]
hural a merupakan benuk Kawasan Transmigrasi yang
dikermbangkan dari  Kawasan Perdesaan menjadh
kawasan denpgan  sistem produksi  pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam, serta sistem produksi
nonpertanian Yang memiliki keterkatan fungsional dan
hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan baru
sebagal KPB.

WPT sebagaimana dimaksud pada ayal (1) terdin atas
beberapa SKP dan 1 [salu) KPB.

Pasal 9

LPT sebagsimans dimaksud dalam Pasal 7 oapal [3)
huruf b merupakan bentuk Kawasan Trapsmigrasi yang
dikembangkan dari pusal pecrumbuhan yang arla arau
iang sedang berkembang menjacdi KPR yang memiliki
cterkaitan [ungsional dan hierarkd kervangan dengan
beberapa SKP schagai sistem produksi pertanian dan
peneelolaan sumber daya alam serta sistem produksi
nonpertanian,

LPT scbapauimane dimaksud pads ayat (1] terdin atas
heberapa SKP dan | (satu) KFB.

Pasal 10

AKF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayar (2] dan
Fasal 9 ayat {2) mirmmal terdiri atas 3 (uga) 5P dan paling
banyak & fenam) 3P

“alah satu SP sebagaimans dimaksud pada ayat [1]
diziapkan menjaci desa utama sebagai pusat SKE.

Pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat{2] berfungsi
sebagai PPLT,

Pasal 11

SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayar (1) dan
ayat [2) merupakan permukiman  yang MOmMpUnydl
kegiatan Utama pertanian dan nonpertanian, termasulk
pengelalaan sumber deya alam dan penyedisan jasa
lingkungan dengan susunan Jungs: kawasan schagai
tempat permukiman, pelavanan dan/fatau pemusatan
dan distribusi, pelayanan jasa pemeriniahan, pelayanan
snsial, dan kegiatan ekaoomi.

(2] 3P . ..
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SP sebagairmans dimaksud pada avat (1) berupa:

a. BP-Bany,

b.  SP-Pugar; aan

¢.  BP-Tempatan.

SF sehagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki daya
tampung minimal 200 (tiga raws) keluargs dan daya
tampung maksimal S00 (ima ratus) keluarga,

Dalam hdal dava dukung alam dan dayva tampung
lingkungan di suatu wilayah tidak seimbang deogan
kuantitas sumber daya mamasia, SP dapat memiliki days
tampuang mimmal 100 (seratus| keluarga.

Daya dukung alem dan daya tampung hngkungan
sebagaimana dimaksud pada avat (4) ditentuken dalam
rencana prmbangunan SP.

Pasal 12

SI* schagmimansa dimaksud dalam Pasal 11 minitoal
tersedia:

prasarana dan utilikas umlm;

perutnaban;

SACANE PElayYanan umuimn,

sarana pelavanan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar herbenruk sekolah dasar;

e. sarana pelayanan kesehatan berupa unit pelavansn
kesehatan desa/kelurahan;

[.  sarana pasar nungguan; dan

£ sarana pusat percontohan,

Dalam hal SP sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikernbangkan menjadi desa utama sebagal pusat SKP
dilengkapi minimal dengan;

a. sarana pelayanan umum skala 3KF;

k., sarana pelavanan pendidikan pada jemjang
pendidikan  cdasar berbentuk  sckolah menengah
pertama,;

r. sarana pelayanan keschatan  berupa  fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama,

d. sarana pasar haman; dan

e. prasarana dan sarana teknologi informas) dan
konnanikasi.

ho T

Pasal 13

KFH mempunval kegiatan dtama nonpertanian dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pernusatan dan distribust pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ckonomi.

{2) Patdla . . .



SN 205011 A

(<)

PRESIDEM
REPLBLK IMCONESIA

- 11 -

Pada setiap KPE sebagaimans dimaksud pada ayar (1),
rmunimal tersedia:

s e g

permukiman,

prasarana dan ucilitas umum;

sarana perdeganpan dan jasa;

sarana industri pengaolahan;

sarana pelayanan omum;

sarana peclayanan pendidikan paling rendah pada
jenjang pendidikan menengah berbentuk sekolah
menengah atas,

sarana pelayanan  keschatan  berupa  fasaililas
pclayanan keschatan tingkat lunjutan;

sarana ruang tecbula hijaw;
sarana terming] alau dermaga; dan

sarana dan prasarana teknclogi infermasi dan
kormunikasi.

Paszal 14

Ketentuan kehih lanjut mengenal jenls prasarana, sarana, dan
utilitas umum sebapaimana dimaksud dalem Pasal 12 dan
Pasal 13 diawur dalam Peraturan Menteri.

BAD 11l

FERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRAST DAN
PENYELDNAAN TANAH TEANSMIGRAS]

(1]

{2]

Bagian Kesaltl

Limum

Pasal 15

Penvedisan (anah  untuk  pembangunan  Kawasan
Transmiprasi dilaksanakan melalui proses Pencadangan
Tanah oleh Pemerintah Daerah  yang  wilayahnya
dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi,

Fencadanpan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat i)
dilaksanakan sesuval dengan  Hetentuan  poraluran
perundang-undangan.

(3} Pencadangan . . -
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Pencadangan Tanah sebagsimana dimeksud pada ayat (1)
dan aval (2] diletlapkan dengan Kepurusan Bupat)/ Wali
Kota.

Dalam  hal tanah yang dicadangkan sebagairmana
climalisud pada ayvat (1) dan avat |2) berada dalam 2 [dua)
atau lebih wilavah kebupaten/kota datam ] {sat)
provinsl, Pencadangan  Tanah  ditetapkan  dengan
Kepulusan Gubernur.

Pazal 16

Pencadangan Taenah  sebegaimana dimaksud  dalam
Pasal 15 ayat [3) dan ayat (4] digunakan scbagai dasar dalam:

a.
b,

i)

12

i3

penyusunan RKT;

PENYUSUIAT rencan3a perandjudan Kawasan
Transmigras; dan
penylapan dokumen perdujudan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 17

Penvusunan EKT sebagaimana dimaksurd dalam Pasal L6
hurul & dilaksanakan olch Pemenntah Pusat,

Penyusunan rencana perwijudan Kawasan Transmigras
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal |6 huruf b
dilaksanakan olch Pemernintalh Puasat.

Penviapan dokumen peraujudan Kawasan Tranamigrasi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huaruf ¢
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pernenntab Daerah Kabupaten/Kota.

Paszal 18

Hencana perwujudan Kawasan Transmigrasi schagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 avat (3) digunakan sebagal Jasar
dalam menentukan perunlukan tanah bagi

M.
b.

.

rembangunan SP-Bana;

pembangunan permukiman bard sehagan bagan dan
SP-Pugear;

pembangunan  prasarana  dan sarena Kawasan
Transmigrasi;

pengembangan investas;

pemugaran permukiman pendudul setempat  sebagai
bagian dari SP-Pugar; dan/atan
SP-Tempatan.

Bapan kKeduoa . . .
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Bagian Kedua
Penyediaan Tanah

Pasa] 19
Tanah schapaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dan
ranah:
H€e [Egara;

b.  hak; dan/fatau
. masyarakal hukum adat.

Fasal 20

(1] Tanah nepara sebagaimana dimaksad delam Pasal 19
hurmf a yane langsung dikuasai oleh negara dan tidak
dilekati oleh sesuatu hak atas tanah, dilakukan
permohonan Hak Pengelolaan.

(2 Tanah negars sebagaimana dimeksud dalam Pasal 1S
huriaf @ yang berstatus kawasan hotan, dilakukan
pelcpasan kawasan hutan scsual dengan  Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

[3] Pelepasan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] ditindaklanjuri dengan permohonan Hak
Petigelolaan.

(4}  [Permohonen Hak Pengelolaan schagsimans dirmnaksud
pada ayat [l] dan evat {3] dilakukan sesusn dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pazal 21

Tanzh halk sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 19
hural b berupa tanah hak:

A, perorangan; afau
b.  badan hukum.

Fasal 22

(1} Tanahk hak perorangan atau tanah hak badan hukum
sebagaimane dimaksud dalam Pasal 21 didabului dengan
pembebasan tanah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

2] Tanah vang telah dilakukan pembebasan sebagaimana
dimuksud pada ayat (1} dilakokan permohonan Hak
Penpelulaan sesuai dengan kelentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 273 . ..
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Pazal 23

Tanah masyarakat hukum adat scbapaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf ¢ didahului dengan pelepasan hak
dan masyerakat hukum adat.

Pelepazan hak schagaimana dimaksud pada avat [l1)
dilakgsanakan denpan memberikan:

a.  prasarana dan sarana permukiman yang bermaniaal
bagi masvarakal adat yang bersanghkutan; dan/atau

b. kesempatan untuk memperoleh perlakuan scbagal
Transmigran <i Permukiman Transmigrast.

Felaksanaan pelepasan hak scbagaimana dimaksud pada
avat (2] didabuilui dengan musyawarah yang dirnangkan
dalam berita acara.

Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2] dilakukan sesual denpan kelentuan peraturan
prrundang-undangan,

Tanah vang telah dilakukan pelepasan hak schagaimana
dimmaksud pada ayat (3} dilakukan permohonan Hak
Penpelolaan  sespal dengan kelentuan  peraturan
perandang-undangan.

Pasal 24

Tanah vang diperuntuklan bag pengembangan investas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 humal d, proses
legalitasnya dilaksanakan sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dan ranah masvarakat hukum adal, proses
legalitasnya  didsbulai dengan  pelepasan hak
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 23 agyat [3),

Fasal 25

Tanah vang diperuntukkan bagl pemugaran permukimarn
penduduk  selempat  sebagar baglan dan 3P-Pugar
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 18 hurul e
merupakan tanah yang berads dalam  penguasaan,
penggunaan, atau  pemanfeatan penduduk di
permmukiman yang bersangkutan.

FPenduduk wvebapaimana dimaksud pada ayat (1]
mencakup penduduk yang:

a. mermiliki . ..
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a. memiliki tanah dan memiliki ramah;

b. memiliki tansh tetapi ddak memiliki rumah;
dan/fatau

e, tidak memiliki rumah dan tidal: memiliki tanat.

Penduduk tidak memiliky rumah dan tidak memiliki
tanah sebagaimanadimaksod pada ayal (2} huruf c
mencakup penduduk yang:

a. memiliki kartu tanda penduduk di permukiman yang
bersangkutan;

sudah berkeluarga; dan

¢. sudah tnpgal menetap dan memanfaatkan tanah
paling singkat 2 [dus) tahun di permukiman yang
berzangkutan.
Tanah vang diperiniukkan bagi pemugaran permukiman
penduduk  setempat  sebagar  bagian dan 5P Pugar
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan skema penyediaan tanah SF Baru  atau
Kensolidasi Tanah sesuel dengan ketcntuan perafuran
perundang-undanpgan  yang  MENEALUT  IMENEENE
Konsolidasi Tanah.

Pelaksanaan Konsclidasi Tanah sebagaimana dimaksud
pada avat (4} didahului dengan musyawarah yang
dituanpkan dalam berita acara.

Tanah hasil konsoldasi sebagrimana dimaksud pada
ayal (5} wang diperuntukkan bagi  pembangunan
permukiman baru dan prasarana, sarana, dan utilitas
umum dilakukan permobonan Hak Peugelolaan sesual
dengan ketentuan peraturan perundqang-undangan.

Ketentuan lebihl lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Konsolidesi Tanah dalam pelaksanaan Transmigras
sebapaimana dimaksud pada ayat (4, ayat [2]. dan
ayat [6) diarur dengan Peraturan Menceri setclah
berkoordinasi dengan menteri vang menyelenggarakan
uruzan pemerinlahan di bidang pertanahan.

Fasal 26

Tanah  yang  diperuntukkan  bapi  &P-Temparan
schagaimana  dimeksud  dalam  Pasal 18 hural
merupakan tanah vang berada dalam pemilikan,
PENZUASAAN, PCOEEUnasn, atau pemanfaatan penduduk
di permukiman yang bersangkutan.

(2} Tanah . . .
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Tanah scbagaimana dimaksud pada avat (1] yang
dimanfaatkan untuk pembanglnan prasarana, $arana,
datt wutlitas umum SP-Tempatan, didahulul eenpan
pembebasan tanah scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

Tarah yang terada dalam penguasaan, pengpunaan, atau
pemanfaatan  penduduk  di pertnokiman vang
bersangkutan sebapaimana dimaksud pada avat (1) dan
telah dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat |2
rnaka dilakukan pengurusan Hak Pengelolaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah vyang herada dalam pemilikan penduduk di
permukiman yang bersangkutan schagmimana dimaksud
pada ayat (1) dan telah dibebaskan sehagaimana
dimaksud pada ayat {2) meka dilakukan pengalben hak
atas lanah secsual  dengan  ketentuan peraluran
perundang-undangan,

Pasal 27

Pengurusan Hak Penpgelolaan sebagaimana dimaksud <dalam
FPasal 20, Pazal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 menjadi
langpuny jJawab Menteri.

Pasal 28

Bagian dan bidang tanah Hak Pengelolaan digunakan untuk:

a.

i1]

(2}

lahan tempal tingeal dan/atan lahan usaha Transmigran
dan penduduk selempat yang memperoleh perlakuan
sebagai Transmigran; dan

pembangunan prasarana, sarana, dan atlitas  omm
pertnukiman dan kawasan.

Pasgal 29

Bagian dari bidang tanah Hak Pengelolaan schagmimana
dimaksud dalam Pasa]l 28 dapat diberikan untuk
pelaksanaan Transmigrast Transpolitan.

Bagian bidang tanah Hak Pengelolaan vang diglinaken
untuk lahan usaha Transmigran sebagaimana dimaksud
pada ayat [1} dapal diberikan secara individual atau
bergama.

(3) Lahan . ..
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(3} Lahan usaha yanp diberikan secara indiwidual kepada
Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
diberikan dengan statas hak milk,

(¢4 Lahan usabha vang dibedksn  secara bersama
sebapaimana dimaksud pada ayat (2] diberikan dengan
status hak milik bersama dalam 1 (satu) hamparan,

{5) Ketentuan lebih lanjut mengensi penyediaan tanah bagi
pelaksonaan Transmigrasi Transpolitan diatar  dalam
Peraturan Mentert.

Baglan Ketiga

Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

Pagal 30

(1] RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hurut a,
lerintegrasi  dalam  rencapa  tata  ruang  Kewasan
Perdesaan dan/atau kawasan siraftegis kabupaten,

(2]  Dalam hal belum terdapai rencana tata ruang Kawasan
Perdesaan sebapaimana dimaksud pada ayat (1), RKT
digusun dengan mengacu rencana tata rmuang wilayabh dan
TENCANA rincinya.

(3]  Penyusunan EKT scbagaimana dimaksad  pada ayat {2]
dilaksanakan sesual dengan Ketentuan  peraturan
perundang-uriddangan.

(4}  RKT schagaimana dimakaud pada ayat {2] menjadi bahan
periimbangan dalam penyesusiat rencana tata rdang
wilayah beserta rencana nnol selanjutnya.

Pazal 31

RKT sebapgaimana dirmmaksud dalam Pagal 30 dapat berups
rencana WPT atau rencana LPT.

Pazal 372

i1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 minimal
TTIE LAt

a. tujuan, kehijukan, dan  stratcgl  pembangunan
Kawasan Transmrigrasi,

b. luasan Kawasan Transmigrasi;
. rencana struklur Kawasan Transmigrasi;

d. rencans - . .
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rencana perdntukan Kawasan Transmgrasi;
arahan pengembungan pola usaha pokok;
arahan jetis Transmiprasi yang akan dilaksanakan;

arahan penataan persebaran  penduduk  dan
kebutuhen sumber daya manusiy;

k. arahan indikas program Utama,

i, tahapan perwujudan Kawasan Transiigrasi

j.  ketentuan pengendalian  pemanfaatan  Kawasan
Transmigrasi,

k. pcmbentukan unit pelayanan tekimg,  unit

pengembangan teknologi, unit inkubator wirausahs,
dan unit industn dan pemasaran; dan

1. rencana sumber pendanaan dar Badan Usaha dan

peran serta masyarakat dalam TU, TSEB, dan TSM.
RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituanghkan
dalam dokumen RhT.

ot om oo

Pasal 33

Bupati/wali kuta menyvampakan keputusan lenrang
Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud  dalam
Fasal 13 ayvat [3) disertai denpan anahsis kepada
pubernur sebagai usulan permohonan penyvusunan KKT.

Gubernur melakukan sinkeonisasi usulan permohonan
penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada avat [1]
sesual dengan kebijakan pembangunan dacrah provins.

Gubernur meneruskan vsulan permohonan penydsunat
RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2] kepada
Menteri.

Dalam hal analizis sebagai usulan untuk mengajukan
permohonan penyusunsn RET sebagaimana dimaksud
pada avat (2} tidak =esuai  dengan kebijalaan
pembanpunan daerah provinsi, gubernuar mengembaliken
usulan kepada bupatifwali kota untok  dilakubkan
porbaikan.

Perbaikan sebagaimana  dimaksud  pade avat (4]
dilakukan paling lama 60 [enam pulubh] han kera
terhitung sejak permohoenan RKT dikembalikan.

Pa=al 34 . ..
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Pasal 24

(1] Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dizampaikan kepada Menter untuk dilakukan penilaian.

(2} Menteri menyusun RKT berdasarkan hasil penilasn
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2} Dwlam hal haszil perulatan uasulan RKT sehagaimana
dimaksud pada avat {1] tidak mecmenuhi  Krirera
penilaian, Menteri mengembalikan usulan RKT diseriai
dengan penjclasan lertulis kepada bupatiywali kota
melalur gubernur.

Faszal 35

REKT wapg telsh disusun sebapaimanza dimakesud dalam
Pasal 34 aval (2) ditetapkan menjadi Kawasan Transmigresi
oleh Mentern.

lPasal 36

benteri menyampaikan RKT yang telah ditetapkan menjadi
Kawasan  Trenamigras) sebagaimana  dimaksuad  dalam
Pasal 35 kepads menreri yang menyelenggarakan urusan
permerintahan oi bidang penaraan ruang sebagal bahan
pertdmbangan dalaum penyusunan Lata raang.

Fasal 37

Ketentuan mengenal kriteria dan tata cara penilaian, serta
lale cara penetapan Kawasan Transmipgrasi scbagaimans
dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 diawar
dalam Peraturan Menter.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pervujudan Kawasan Transmigrasi

Paszal 34

(1} Eecncana perayudan Kawasan Transmugras.
scbapaimana dimaksud dalam  Pasal 16 hural b
merupakan rencana pelaksanaan keglatan pembangunan
dan pcnecmbangan  untuk mewwudkan  Kawaswen
Transmigrasi menjadi  satw kesatuan alstermn
pengembangan ekonoml wilayah.

[Z2) Benicana . . .
SK NG 20509 A
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Rencana perwujudan Kawpaan Transmigrasi
sebapaimana dimaksud pada ayac |1 diswson
berdasarkan RET vang telah ditetapkan menjadi Kawasan
Transmigrasi.

Fencana peruwajudan Kawasan Transmigrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipui:

a. rencana pembangunan Kawssan Tranamigrasi; dan
L. rencana pengembangan Kawasan Transmigras).

Paragral 1

Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi

(1}

(<)

{3]

(4

(1]

(2]

Pasal 39

Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat [3) huruf a meliputi rencana pemnbangunan:

a. 5P

. pusat SKP;
. BKP;
4. KPB; dan

¢ prasarana dan sarana.

Peryusunan Téncana pembangunan Kawasan
Transmigrasi schagaimana dimaksud pada ayat {1}
dilaksanakan dengan mengikutsertakan  masyarakal
serempat melalul musyawarah.

Elazil musvawarab sebagaimana dimaksud pada avaf (4]
dimuangkan dalam bLerita acara yang menjadi dokumen
tidak terpisahkan dari dekumen rencana pembanpgunan
Kawgsan Transmigrasi-

Ketentuan lebih lanjut mengsnai tata cara pelaksanaan
pengikutsertaan masyarakar scbagaimana  dimaksud
pada ayat (2} diatur dengan Peraturan Menteri

Pazal 40

Rencans pembangunan SP schagaimana dimakaud dalam
Pasal 29 ayat [1] huruf a merupakan rencana teknis SP.

Rencana teknis SP sebageimana dimaksiod pada ayat [1)
disusun berdasarkan rencana rinet SKP.

{3] ¥encana - . .
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Hencana tekms SF schagaimana dimaksud pada avat (2
minimal mernat:

a.  luas &P,
b, rencana detaill pemanfaatan raang 5P;

<. tencana delai] pola usaha pokok dan pengembangan
usaha yang dapat dikermbangkan;

d. rencana jenis Transmigras vang akan dilaksanakan;
e, rencana daya tampung pendudule; dan
f. rencana keburuhan binya pembangunan 5P

Rencana ieknis SP sebagaimana dimaksod pada ayar (1]
ditnangkan dalam dokumen rencana teknis SP.

Paszal 41
Rencana pembangunan pusat SKP  sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 3% ayat (1) huruf b mcrupakan

rencana tsknis pusat 5K

Fencana teknis pusat SKP sebagaimana dimaksud pada
ayat {1 dilaksanakan pada salah satu 3P vang dirancang
menjadt desa utacia.

Fencana tekms pusat SKFP sebagaimana dimaksud pada
ayat {2 disuzun berdasarkan rencana rinci SKP.

Rencana teknis pusat SKP schagaimana dimaksud pada
dyat [3) minimal memuat:

a.  luas pusat SKI*
b. rencana detail pemanfaatan ruang pasat SKP;

. rencana pula usaha pokok dan pengembangan
usaha yang dapar dikernbanghkan;

d. rencana pelayanan dan pengembangan usaha jasa,
nduatr, dan perdaganpgan YANE dapat
dikembanghkan;

€.  rencana jenls Transmigras) vane akan dilaksanakan:
f.  rencana daya tampung pendudnk; dan
g€. rencana kebutuhan biaya pembangunan pusat SEP,

Rencana tekmis pusat SKP sebagaimeana dimaksud pada
ayat [4} ditnangkan dalam dokumen rencana teknis pusat
SKP.

FPagal 942

Eencana pembengunan SKP sebagaimana  dirnalksiagd
dalam Pasal 39 avat {1] burn ¢ merupakan rencana
kegigtan pembangunan SKP sebagal dacrah penvanggs
dan KPB. -

[2} Beneana . . .
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Fencana pembangunan 3KP sebagsimana  dimaksud
patla ayat [1} dapalt dilaksanakan melalui rencana
pembangunan BKF dan tencana pembangunan SKP
Transpolitan.

Pasal 43
Eecncana pembangunan SKP schaganimana dimaksud
dalam Pasal 42 avat [1} mmemual rencana rinci SKP.

Eencana nincl SKP sebapaimanza dimaksud pada ayzat (1)
digunakan sebapaj perangkat operasional RXT.

Fencana rimel SKP sebagaimana dimeaksud pada ayal (1)
theusun berdasarkan RKT yvang telah citetapkan menjadi
Keawasan Transmigrasi.

Rencana tincl SKP sebapaimana dimaksud pada ayal (1)
minimal memliat:

tLyuan, sasaran, dan konsep perwijudan SKP;
lnazan SKP;

rencana soruktor SKP;

rencana peruntukan SKP,

rencana pengembangan pola usaha pokok;

rencana jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan;

rencand  penataan porsebaran peondudubk dan
kebuiubhan sumber dava manusia seswal dengan
daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
SKF;

indikasi program urama pembangunan SKI: dan
1. tahapan pembeangunan SP

@ o0 oon Tor

[*asal 44

Rencana rincl SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
syal [2} pada Pembangunen SKP Transpolitan minimal
memmal;

a
b
c.
d.
£
I

Tujuan, sasaran, dan kenzep perwujudan SKE,;
luasan SKF;

tencang strukiur SKP;

rencand peanlukan SKP

rencana pengembangan pola usaha pokok;

rencana penis Trapnsmigrasl yang akan dilaksanakan;

B rentana . ..
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rencana penataan perscharan penduduk dan kebutuhan
sumber daya tnanusia sesuai dengan daya dukung alam
dan daya tampung inglungan SKP;

indikasi program utama pembangunan SKP,

tahapan pembangunan SP,;

rencana kerja sama lintas sektor; dan

rencana penylapan infrastritklur Transpolitan.

Pasal 45

Rencana pembangunan KB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3% ayvar (1) buraf d merupaKkan rencana detail
KFE.

Rencana detail KPB sebagnimana dimaksud pada avat (1]
digunakan sebagai perangkat operasional RKT.

Rencana detall KPR sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakun bahan pertimbangan dalam  penyusunan
rencana tata bangunan dan inpkungan bagi zona vang
pada rencana detall fala ruang ditentukan sebagai zona
yabhg penanganannya diprioritaskan.

Rencana delail KPB sebapaimana dimaksud pada ayat [1)
dizusun Berdasarkan EKT vang telah ditetapkan menjadi
Kawasan Transmigrasi.

Rencana detail KPE sebagaimana dimaksud pada ayat {4
minimal tnemuat:

a. lujuan, sasaran, dan konsep perwujudan KPB;
I, luazan KFPB:

. rcncana peruntukan KPE,

d. roncana prasarana dan sarana KPB;

c. penetapan sub bagian wilayah perencanasn KPB
vang diprivritaskan penanpganannya,

f.  ketenluan pemanfaatan ruang KPB;

E. rencana  pola  usahw  pokok  danjfatau pola
pengembangan usaha;

h. rencena  jenis Transmigrasi VANE dapat
dilaksanakan;

1. rencana  penataen  perscharan  penduduk  dan
rencana peninghatan  kapasitas  sumber  cdaya
MATILSIA;

i-  rencana delail pembentukan, peningkatan, dan
penguatan kelembagaan sesial dan ekonomi; dan

k. rencana ..
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k. rencana program permbaneunan KPB.

Rencana  sehugaimana  dimaksud  pada avat (5
dimangkan dalam dokumen rencana derail KPR,

Pasal 46

Eencana  prmbangunan prasarana dan | sarana
aebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 avat (1) huruf e
merupekan rencana telknik detail prasarana dan sarana.

Retwcana  fekmk  detail  prasarana dan sarana
sebagaimana dimaksud pade eyat (1) mencakup rencana
teknik detatl:

4. prasarana dan sarana 3F;

b. prasarana dan sarana pusat SKF;
2,  prasarana dan sarana KPB, dan

d. prasarana intra dan antarkawasan.

Pasal 47

Kencana tekmbk  detall prasarana dan sarana SP
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2] huruf a
disusun berdasarkan rencana teknis SP

Ecncana teknik detadl prasarana dan sarana pusat SKP
secbagaimana dimaksud dalam Paszal 46 avat (2) huraf b
dizusun berdasarkan rencana tekois pusat SKP.

Fencana  telknik detaill prasarana dan sarana KFB
schagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat [2] burf ¢
disusun berdasarkan rencana cletail KPB.

Rencana teknik detail prasarana intra dan antarkawasan
sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 46 ayat {2} huruf d
disusun herdasarkan RKT.

Rencana teknik detaill  prasarana dan sarana
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
Ayat (4 dituangkan dalam dokumen rencana reknik detail
prasarana dan sarans.

Fasal 48

Keientuan lebih lanjut mengenai tata cara pereacanaan
pembangunan  Kawasan  Transmigrasi  diatur  dengan
Peraturan Menilen,

Paragraf 2 . ..
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Paragraf 2

Fencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 449

FEcncana pengembangan Kawasan Transmigrasi sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3} huraf b disusun
berdasarkan rencana;

a. pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan

h.  perkembangan pelaksanaan pembangunan  Kawasan
Transmipgrasi.

Pasal 50

{1] Rencana pengembangan scbagaimana dimaksud dalam
Fazal 4% meliputi rencana pengembangan:

a. 3P

b.  pusat SKP;

e BKP,

d. KPE; dan

&, hawasan Transmigrasi.

(2]  Betiap rencana pengembangan sebagairmana dimaksuad
pada avat {1] memuat rencana Kegintan bidang ckonomi,
S0%51a1 budaya, mental spiritual, kelembapgaan
pemenintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dalam
satu kesatuan untuk mencapal sasaran pengembang=n
Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

{3} Rencana pengembabgern sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] dilengkapi denpan rencana  tekek  detail
pengembangan prasarans dan sarana.

Pasal 5]

(1) Eencana pengembangan 8P sebapsimana  dimaksuod
dalam Pazal 30 ayat (1) buruf & dilaksanakan untuk
meEnyUsun rencana kegiatan penpembangan 3P,

(2} Hencana Kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat [1}
dizsesuniknn dengan tahapan penpembangan dan jenis
Transmigrasi

(3}  Tahapan pengermbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2] melipatl tahap:

a. Penyesualan . . .
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a4,  PENYESUAIAN;
b. pemantaparn; dan
.  kemandirian.

Tahapan sebagmimana dimaksud  pada  avat (3]
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusal, Pemerintah Daerah
Frovinsi, dan Pemerintah Dactah Kabupaten fKota sesual
dengan kewenangannya.

Tahapan scbagaimana  dimaksud pada avar  (3)
dilaksanakan untuk mencapai sasaran pengembangan
5P sesuai denean indikator vang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tahap penvesuaian scbapaimana dimaksud  dalam
Pasal 31 ayat (3) hural a merupakan tahapan untuk
MEencapal sasaran tervujudnya measyuraket yang mampu
beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan
S015lal.

Tahap penyesuaian sebayaimana dimaksud pada aya (1)
dilaksanakan sejak penetnpatan Transmigran.

Pasgl 33

Tahap pementapan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 51 ayat (3] hurul b merupaken tahapan untuk
mencapal sasaran terwjudnya masyarakat vang mampu
memenuhi kebutuhan hidup dan hasil produksi yvang
dikembangkan-

Tahap pemantapan sebagaimmana dimaksud pada avat {1
dilaksanakan sejak berakhirnya tehap penyosuaan.

Pazal 54

Tahap kemandifdan sebagaimana  dimaksoud  dalam
Pazal 51 avat (3] hurafl ¢ merupakan tahapan untuk
mencapdal sasaran ferwujudnya masyarakal vang sudah
terlibar secara langsung dan (idak langsung dalam sistem
produksi sektor ungpulan.

Tahap kemundirian sebagaimana dimaksud padsa ayat {1
dilaksanakan sejuk berakhirnya tabap pemantapan.

Pasal 55 . . .
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Pazal 55

Rencana pengembangan 8P pada setiap  tahapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51
minimal memuat rencana kegialan bidang:

ekonomi,;

sosinl budaya,

mental spiritual,

kelembagaan pemerintahan; dan
pengetolaan sumber daya alam.

Keplatan bidang sebapaimana dimalksod pada ayat (1)
merupakan 2anl Kesatuan untuk mencapai sasaran pada
setinp tabiapan pengembangan sebagaimana dimaksid
dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54

Keglatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dirumuskan dalam bentul: FETICATIA [aziliasi,
penyulithan,  bimbingan, pendampingan, advokesi,
pelatihan, dan/atau rehabilitasi sesuai dengan jenis
kepiatan yany direncanakan.

foAn g R

Faszal 5/

Muatan rencana Kegiatan pengembangan 8P < bidang
ekonomi scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 35 ayat [1
B a minimal mencakup rencana:

Aa. pemenuhan kebutuhan pangan;

b penyedigan sarana produksi dan pemingkatan
produklivitas;

. penpgembangan dan  perluasan  kepiatan  usaha
melalul peningkatan peongelolaan keomoditas
urniggulan  secara kompetitf  sesuai dengan
keburuhan pasar;

d. pelayanan investas dan mediasi kemitraan usaha:
pembangunan, rehahbilitasi, dan/arau peningkatan
prasarana dan ssrana SP: dan

i.  pengelolaan aser desa,

Muatan rencana kegiatan pengembangan SP di bidang
sosial budaya sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 55
ayat [1} huraf b minimal mencakup rencana:

a. pelayanan pendidikan, keschatan, dan keluarea
borencana;

L. pengembangan . .
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Ir. pengembangan KTl udaya, tlahragn,
pemberdayaan generasi muda, serta pemberdayaan
perempuan dan pelindungan anak;

. pelayanan UITILLm pemerintaban dan
kemasyarakatan; dan

d. penpembanpan wawasan kebangsaan dan integrasi
masvarakat,

Muatan rencana kepiatan penpembangan 3P di bidang
mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) hural ¢ minimal mencalkup rencana pembinaan:

#. kehidupan beragama; dan

b. kKerukunan kehidupan beragama dan
pengembangan masyarakat macdani

Muatan rencana kegiaizsn pengembangan SE di tadang
kelembagaan peomerintahan  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal 35 ayat (1) hurul d minimal mencakup
renicana pembentukan, penguatan, dan pengembangan
kelembugaan pemerintahan desa atau kelurahan atau
scbutan lain.

Muatan rencana kepiatan pengembangan SF di bidang
peneelelaan sumber dava alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 avar [1} hural ¢ minimal mencakup
rencAna;

a. pengendalian hama terpadu,
b. rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air;

c. pengembangan lembapa kerjs sama dan partiaipas
masvarakat dalam pengelolsan ingkungan; dan

d. pemantavan ingkungan.

Pasal 57

Fencana pengembanpan SF sebugeimana  dimaksud
dalam Pasal 50 avat (1) hurul a dilaksanakan dengan
mengikotsertakan masvarakat pada 3P yang
hersanglutan.

keikutsertaan magyarakal pada 5P yanpg bersangkulat
sebapaimana dimaksud pade avat [1] dilaksanakan
melalui musyawarah

Hasil musyvawarah sebapaimana dimaksud pade ayar (2)
dituangkan dalam berite acara musyawardh sebagai
bapian wang tidak rerpisahkan dan rencana
pengembangan 3F.

(4] Rencana . . .
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Rencana pengembangan SP sebapgaimana dimaksud pada

ayat { 1) mummal roemuat:

a. pambaren kondizsi masyarakal dan  kawasan
Transmigrasi pada 5P yang bersangkutan saat
dilaksanakan perencanaan;

I». gambaran kondizi mesyarakat dan  Kawasan
Tranamigrasi pada 3P vang bersanghkutan yang
dilnpinkan;

c. kepiatan pengembangan masyarakar dan kawasan
vang akan dilaksanakan pada setiap tahapan
pengembangan;

d. rencana teknik etsil rehabilitasi, peringhkatan,

flan/atau pembangunan prasarans dan sarang 3P
dat

e. kerangka rencana tahunan kegiatan pengembangan
SP sebagaimana dimaksud dalam hurul ¢ dan
hurul d untuk jangka waktu 5 [limal tahuan.

Eencana pengembangan 3P sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dituangkan dalam  dokumen rencana
pengembangan S0

Fasal oH

Rencana  pengembangan  pusat SKP sebapaimans
dimaksud dalam Pasal S0 avat (1) hural b merupakan
rencana kegiatan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi
untuk mewujudkan pusat SKP menjach FFLT.

Rencana petigembangan  pusat  SKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) munimal memuat:

a, sagaran yang akan dicaparn

b. pambaran keondisy  masyarakal  dan Kawasan

Transmigrasi pada SP yang bersangkutan saat
dilaksanakan perencatiaar;

c.  kepiatan pengembangan Masyarakat Trunsmigrasi
dan Kawasan Transmigrasi pada pusal SKP yang
akan dilaksanakan;

d. rencana teknik detail rehabilitasi, peningkatan,
dan/atau pembangunan prasarana dan sarana
pusar SKF; dan

e. kerangka rencana tabunan kegiaten pengemhbangan
pusat SKP.

(3) Rencana . ..
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(3] Mencana pengembangan  pusal  SKP sebagaimana
dimaksud pade ayat (1) dituangksn dalam dokumen
rencana peneembangan pusat SKP.

Pasal 39

|1] Retwcana pengembangan SKP sebagaimana dimaksud
dalam Pazal 50 ayat (1) huraf ¢ merupakan rencana
kegiatan pengaturan, pembinaarn, dan fasilitasi untuk
mewljudkan SKP sebapai sistern produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam yang berfungsi schaga
darrah penyangea dari KPB.

i2) Rencana Pengembangan SKP sebagaimana dimaksuad
pada avat (1) meliput;
a. rencana pengembangan SKP dan
b rencana pengembangan SKP Transpolitan.

(3} Rencana pengembangan SKP sebagaimana <imaksud
pada ayat {1] minimal memnisat:
A masaran pengembangan yang akan dicapai;
b. wambaran kondisi masyarakat dan  Kawasan

Transmigrasi saat dilaksanakan perendcanaan;

c. indikasi progratm talwnan;

(. rencana pelayvanan pengembangan  usaha  dan
investas;
e. rencana tcknik detail cehabilitasi, peningkatan,

dan/arau pembangunan prasarana dan sarana SKP,
.  rencana pengendalian pemuanfaatan SKF; dan
p.  rencana pengembangan kelembagaan.

4] Bencana pengembangan SKP sebagaimana dimaksucd
pada avat (2} ditvangkan dalam dokumen rencans
pengembangan SKP.

Pazal &0

Pengembangan Kawasan Transpolitan dilaksanakan dengan

menyusun rencana  pembangunan  SKP o Transpolitan,

kemudian  dilanjutkan  dengan menyusun rencana

pengembangan SKP Transpoelitan, vang minimal memuat:

a. sasaran pengembangan yang akan dicapal,

. pambaran  kondisi masyarakat  dan  Kawasan
Transtnigrasi saat dilasksanakan perencanaan;

c. indikasi . . .
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indikasi program tahunan lintas sektor;
rencana pelayanan pengembangan usaha dan investasi,

rencang teknik detail rehabilitasi, peningkatan, danfatau
pembangunan prasarana den sarana SKP,

rencana pengendalian pemanfagtan SKEP;
refcana pengembangan kelemhbagaan; dan

rencana implementasi pemzniaatan il pengetahuan
dan teknolog.

Pasal ;1

Dalam hal pengembangan SKI' vang sejak awal belum
dirancang Transpolitan dapat dikembangkan menjach
SKP  Transpolitan  getelah dilakukan  evaluasi
perkembangan SKP yang ditetapkan sesunai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi perkembangen SKP sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) meliputi:
a. ekonomi;

. sosial budaya;
2, kelembuagaan;
d.  jejaring sarana prasarana; dan
e, lingkungan.
Fazal 62

Rencana penpembangan KPB sebagmimana dimaksud
dalam Pasal 30 avar (1) hunat 4 merupakan rencana
kegiatan pengaturan, pembinaan, dan fasititast untuk
mewtyjudkan KPD sebapal PPRT,

Fencana penpembangan KFB sebagaimana dirmaksud
pada avat (1} minimal memuat:

8. Sasaran pengembuangan yang akan dicapai;

b, gambaran kKondisi KPR saat dilaksanakan
perenCanaan,

c. andlikasi program tahunan;

d.  rencana pelayanan  penpembangan usaha  dan
inycstasi;

2. tmencana teknik detail rehabilitesi, penmgkatan,
tlan/atan pembangunan prasarans dan sarana KPE;

f.  rencana pengendalian pemanfaaten KPE; dan

g. rencana . . .
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B. rencana pengembangan kelembapgaan.

Rencana pengembangan KPB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dituanpgkan dalam dokumen rencana
pengembangan KPE.

Pasal &3

Eencana pengembangan  Kawasan  Transmigrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avar (1] haruf
merupakan rencana kegiatan pengaturan, pembimaan,
dan fasilitasi untuk mevwyudkan Kawasan Transmigrasi
sebagal satu kesaluwun wistem pengembangan ekonomi
wilayah.

Rencana  pengembangan  Kawasan  Transmigrasi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuarc:

4. sasaran pengembangan vang akan dicapai;

b. gambaran koodisi Kawasan Transmigres  saat
dilaksanakan perencanaan,

. indikasi program tahunan;

d. rencana  pelevanan  pengembangan usaha  dan
INyCcstasi;

e,  rencana teknik detal rehabilitagi, peningkatan,

dan/fataw pembangunan prasarana den  Sarans
Kawasan Tranzmigrasi;

[ rencana penpendatian pemanfaatan Kawasan
Transmigrasy; dan

g rencana pengembangan kelembapaan.

Fencana  pengembangan  Kawasan  Transmigrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dhtuangkan dalaw
dokumen Tercana perngembangan Kawasan
Transmigrasi.

Pasal 64
Rencana penpembangan Kawasan Transmigrasi disusan
berdasarkan indikator sasaran pengcmbangan

Masvarakat Transmigrasi  dan  indikator sasaran
pengembangan Kawasan Transmigrasi,

Indtkator HESArAr pergsmbangan Masvarakar
Transmigrasi dan  indikator sasaran  pengembangan
Kawazan Transmigrasi scbagaimana dimaksnd pada
ayat [1] ditelapkan oleh Menteri.

Paszal 65 . ..
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Pasal 65

Kctentpan  lebih lanjut mengenai lata cara perencanaan
pengembangan  Masyarakat Transmigrasi dan  tala  cara
perencanaan pengembangan Kawasan Transmigrasi, diatur
dalarm Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Penyiapan Dokumen Perwujudan Kawasan Transmigras]

Sk No 205060 A

Pasal 66

(1l Penylapan dokumen perwujudan Kawasan Transmigras
sebapaimana dimaksud dalam Pasgal 17 ayat [3) meliputi
dokutmnen:

a. teknis SR

It wknis pusat 3KP;

. rnnci SKFP;

d. dectall KPE,

c. tekois deteil prazarana dan sarana; dan

[, pengembangan masyvarakat Kawasan Transmigrasi.

(2}  Penyizpan dokumen perwujudan Kawasan Transmigrasi
scbagaitnana dimak=ud pada ayat (1] dapat dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang rmemiliki
kemampuzan untuk mendukung rencana perwuwjudan
Kawasan Transmigrasi.

Pasal &7

Femerintah Daerah Provinsi melaksanakan lasilitasi validasi
penylapan  Jdokumen  perdgjudan Kawasan  Transmigrasi
sehagaimana ditnaksud dalam Pasal 66 ayat {1}

Pasal &1

Berdasarkan RKT sebageimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf a, Pemerintah Pusat melaksanakan supervisi,
pengendalian,  pemantauasn,  dan evaluasi terhadap
pelaksanaan fasilitasi validas dokumen persujudan Kawasan
Tranamigrasi cleh Pemenintah Daesrall Provinsi gebapaimana
dimalesud dalam Pasal &7,

Pasal 69 . . .
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Faszal Hix

Ketentuan  lebih  lanjut mcnpenal  penviapan  dokumen
perwuiudan Kawasan Transmigresi dan fasilitasi validasi
dokumen perwijudan Kawasan Transmigrasi Pemenintah
Daerah  Kabupaten/Kota sebagaimeana dimaksud dalam
Pasal &6 diatur dalam Peraturan Menteri.

EAB IV
PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Lmuth

Pasal 70

(1} Pembangunan RKawasan Transmigrasi diarahkan untuk:

4. mewujudlkan permukiman di Kawasan Traosmigrast
vang berfunpsi sebagai tempat tingeal, tempat
berusahe, dan lempat bekerja;

B, mewngjudkan  persebaran perndudduk di Kawasan
Transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya
dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan

c.  menyediakan sarana dan jaringan praserana dasar
Kawasan Transmigrasi.

2] Pembangunan Kawasan Transmigras: sebagaimana
dimaksud pada ayal {11 dilaksanakan berdasarkan
renCana pembangunan Kawasan Transmigrasi.

(3}  Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] mencakup:

a. pembangunan fisik Kawasan Transmigras:, dan

b. penataan persebaran  penduduk di Kawasan
Transmigrasi.

(4] Fembangunan HKawasan Transmigrasi  sebagaimana
dimaksud pada avat (3] meripakan tanggung jawab
Pemenntah Musar, Pemmerintah Dacrah Provinsi, alau
FPemerintah  Daecrah  Kabupaten/Kora  sesusai  dengan
kewenangannya.

i3] Menteri bertanggung jawab dalam penstapan kebijakan,
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, mediasi, advakasi,
pelayanan, pengendalien, dan pengawasan pelaksanaan
pemibangunan Kawasan Transmigrasi.

(&) Pemerintah . . .
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Femernintah Pusat dapet mendelegasikan  dan
menugaskan Pemenntah  Daerab Prowinsi  danfatau
Femerintah Daerah kabupaten/Kota untuk
melaksanakan pembanpunan Kawassn Transmigrasi
berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Permnbanpunan Fisik Kawasan Transmigrasi

Pagal 71

Pembanpinan hsik Kawasan Traosmigrasi schagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) hurul a mencakup:

L R

(1]

{2]

)

(4]

(3]

] o

pusat 5KP;
SKP;

KPE; dan

Jaringan  prasarana  fan o sarang dasar  Kawasan
Transmigrasi.

Fasal 72

Pembangunan 5P sebagaimana dimaksued dalam Fasal 71
hurul a diarahkan untuk mewnjudkan 2P yang lavak
humi, layak usaha, dan layak berkembang.

Kriteria SP yang layak buni, layak usaha, dan lavak
berkembang  sebagaimana dimaksoud  pada  aval (1)
dilztapkan oleh Menteri.

Pcmbangunan 5P sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan:

#,  fungsi, atay
b.  bentuk.

Pembangunan 8P berdasarkan fungsi zebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huraf a meliputi pembanpunan:

a. 5F dalam SKP menjadi sistem produks) pertanian
dan pengelolaan sumber daya alam; dan

b. 3P sebapai pusat SKP.

Fembengunan SP berdasarkan bentuk sebapaimana
dimaksud pada ayar {3) huraf b meliputi

a. SP-Baru;
h., SP-Pugar; dan
<. SP-Tempatan.

Fasal 73 ...
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Pasal 73

Pembangunan SF sebagaimana dimaksudd dalam Pasal 72
dilaksanakan berdazarkan rencana teknis St dan
rencana teknik detail prasarana dan sarana.

Pembangunan 5P scbapgaimana dimaksud  pada
aval (1) dilaksanakan setelah dilabukan zosialisasi
kepada masyarakat di permukiman yang bersangkutan.

somalizasl  scbagaimana  dimeksud  pada avar (2
dilaksanakan untuk membangun kesepahaman bersama
menpenal rencana teknis 3P den kepiatan vang akan
dilalksanakan.

Pasal 74

Pembangunan 3P-Barty sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 72 ayat [5) huraf & diarahkan untuk mewajudlkan
SP vang berfungesi schapal tempat tinggal, tempar bekerja.
tlan ternpat berusaha.

Pembangunan SP-Baru scbagaimana dimaksud  pacla
ayat (1} dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan.

Fembangunan SP-Baru sebagaimana dimaksud pada
ayat [2} melipote

A. penyiapan lahan dan/atau sarana wsaba;

b. pembangunan perumahan; dan

¢. pembangunan  prasarana, sarandg, dan atllitas
UMutn pertngkimsan,

Pasal 73

Pembangunan SP-Pugar schagaimana dimaksud dalam
Pasal ¥2 avat (3 hwul b diarabhkan  ontuk
mengembangkan potensi sumber dava  permukiman
penduduk sctempat menjach 5P vang berfungsi sebagai
lempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha,

Pembangunan SP-Pugur sebapaimana dimaksud pada
aydt (1) meliputi:

a.  pemugaran rumah penduduk setempat;

b,  pembangunan ramah penduduk setempat;

. pembangunan rumah Transmigran; dan
d

rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan
prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman,

(2] Pemugaran . . .
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Permugaran rumah penduduk setempal  sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) hural a dilaksanakan di atas
tatah yang berada dalam penguaszan ateu kepemilikan
penduduk di permukiman yang bersanghkutan,

Pommbatgunan rumah penduduk setempat sebagaimana
dimaksucl pads ayat [2] hurof b dilaksanalean di anas
tanah yang berada dalam pengueszan arauy kepemilikan
penduduk di permukiman yang bBersangkutan  atau
permukiman lzin dalam 1 {sata) SKP,

Pembangpunan rumah  Transmigeran  sebapgaimans
dimaksud pada ayat [2) hurol ¢ dilaksanakan di atas
tanah Hak Pengelolaan.

Rchabilitasy, penungkatan, Jdanfataa pembangunan
prasarana, sarana, dan gblilas umum permukiman
schagaimana dimaksud pada avat {2 homf d
dilaksanakan di permukiman yang bersangkutan dan
pernakiman baru pada 3P-Pugar.

Pasal 76

Pembangunan SP-Tempatan scbhagaimana  dimakaud
dalam Pasal 72 ayat [3 hurul ¢ diarahkan untuk
mengintegrasikan SP-Tempatan dengan 2P lain menjadi
satu kesaruan 3KP,

Pembangunan SP-Tempatan scbagaimana  dimaksacd
pada ayvat (1) dilaksanakan dengan rebalilitasi,
peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan
BErara,

FPaszal 77

FPermbangunan SP sebegai pusat SKF  sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 71 hunef b diarahkan uncubk
meningkatkan fangsi 3P menjadi PFLT.

Penungkatan funesi 3P scbapaimana dimaksud pada
ayat [1} dilaksanakan dengan melenglapi prasarana dan
sarana dasar.

Peningkatan fungsi 5P scbagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilaksanakan setelah terdapat minimal 2 {(dua) 3P
dalam SKP yvang bersangkutan.

Pasal 75 . ..
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Fasal 78

Pembangunan 8SKP sebapaimana dimaksod dalam
Pasal 71 huruf ¢ diarahkan untuk mewujudkan SKP
sebagal daerah penyvangga dari KPE.

Pembangunan SKP sehagnimana dimaksud pada ayat {1)
dapat dilaksanakan melalui pembanpgunan SKP dan
pembangunan SKP Transpolitan,

Ketentuan lebih lanjul mengenal pembangunan SkF
Transpolitan aebagaimana dimaksud pada avat (2] diawr
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 79

Fembangunan KPB  scbagaimana dimaksud dalam
Fasai 71 huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

A. Zona permukiman;

L. xena industri;

<, Zona perdagangan Jduan jasa;

d. zona pelavanan umum,

e.  ruang terbuka hijau; dan

. jaringan prasarana antarzona dalam KPBE.

Penyediaan zona permukiman sebagaumnana dimakad
pada ayat {I] vurul a dilaksanakan dengan menviapkan
linglungan siap bangun.

Penyediaan zona induslri dan zona perdagangan dan jass
sebagaimana dimakeud pada ayat {1) huruf b dan
huruf ¢ dilaksanekan dengan fasilitasi penyediaan ruang
unruk pengembangan industri, perdagangan dan jasa,
serta fmsilitas pendukungnya,

Penyediaan zona pelavanan umum  schagaimana
dimaksud pada ayat (1} buruf d dilaksanakan dengan
pembangunan sarana badah, sarana pemerintahan,
sarana pendidikan dan sarana keschatan.

Penvediaan ruang terbuks hijau scbagaimana dimaksud
pada avat (1} hural ¢ dilaksanakan sesuei denpan
kelentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan jaringan prasarang antarzona dalam KPE
sebapaimana  dimaksud pada ayac (1) hurof
dilaksanakan dengan pembangunan janngan prasarans
yang menghubunglkan antarzona dalam KPB.

(7] Pembangunsan . ..
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(7] Pembangunan KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanalkan setelah terdapat minimal 2 {duaj SKP dalam
1 {satu) Kawasan Transmiprast.

{#] Dalam hal Kawasan Transmigrasi berupa LIPT,
pembangunan KPB - dilgksanakan  pada pusat
pertumbuban yang sudab ada  atau vang sedang
berkembang sesuai dengan rencana tata reang wilayah,

Pasal 40

(1}  Pembangunan jaringan prasarana dsn sarana dasar
kavwasan Transmigrasl scbagawnana dimaksud dalam
Pazal 71 huruf ¢ diarahkan unruk mewujpadkan Kawasan
Transmigrasl  menjadi saty Kesatuun sistem
pegcmbangan.

(2} Pembangunan jaringan prasarana dan sarana  dasar
Kawasan Transmiprasi sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilaksanakan dengan menyediakan prasarana
dan sarana yang menghubungkan:

a. eantar SP dalam 1 [sar) 5K
b.  antar zona dalam 1 [satu] KPE;
r.  Aanlar SKP; dan

d. antara BKP dengan KPE.

(3] Pembangunan jaringan praserana den sarana dasar
sebagaimana  dimaksud  pada ayat {1} dilakukan
berdasarkan rencanea teknik detail prasarana dan sarana.

(4] Ketlentuan lebih lanjut mengenad jJanangan prasarana dan
sarana dasar Kawasan Transmigrasi scbagaimana
dimaksud pada ayat [2] diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

Dalam hal pembangunan bsik Kawasan Transmigrasi bersifal
kemersial, Pererintabh Pusat. Pemerintah Daerah Provins,
danfatau Pemetintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
mengikutseriskan Badan Usaha.

Pasal B2

Ketenfuan lebih lamjut mengenai lata cara pelaksanaan
pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi diatur dengan
Perdluran Menteri.

Bagian Ketiga . .,
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Bagian Ketiga

Fenataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transtoigrasi

i1}

{2]

{1]

(2]

[3)

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

Penataan perscbaran penduduk i Kawsssan Transmiprasi

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat {3] huruf b
diarahkan untuk mewujudkan:

a. persebaran penduduk di Kawasan Transimigrasi
vang ophimal berdasarkan pada  kesewmbanpgan
antard jumlah dan kualitas pendudule denesn daya
clukung alam dan dava tampung lingkungsn; dan

tr.  harmonizasi hubungan sesial, ckanomi, dan budava
masyarakat di Kawasan Transmigrasi scbagai satu
kesatuan Masyarakat Transmigrasi.

Fenataan persebaran penduduk sebagaumansa dimaksod
pada ayar (1) dilaksanakan berdasarkan rencana rinci
SKP atau rencana deeail KPR,

Pasal 54
Penataan persebaran pendudul sebagaimana dimaksud
dalam Pazal B2 dilaksanakan melalui kegiatan:
a. penataan penduduk setempat; dan

b. fasilitesi perpindahan dan penempatan
Transmigran.

Kematan penataan persebaran penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan secara terinlegrasi
dan saling memberikan manfaat.

Kegiatan penataan petsebaran penduduk scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan cleh:

4. Pemernintah Pusat
b. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Asal;
<. Pemenntah Daerah Provinsi Dacrah Tujuan:

«l. Pemerintah Daerah Kabupaten;/Kota Daerah Asal;
dan

e. Pemerintah  Thaerah  Kabuparen/Kota  Daerah
Tujuan,

sesual dengan kewenangannya.

Parapraf 2 . . .
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Paragral 2
Penataan Penduduk Setempat

Fagal #5

Fenataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 awvat (1] huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil
Konsclidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pazal B6

Penataan penduduk setermpal sebageimana dimaksud dalam
FPasal 84 ayat (1] huruf a bagi peodug ak;

a. vyang mcmiliki tanah dan memiliki rumah dilaksanakan
scsual dengan hasil rehabilitasi dan/atau peningkatan
ramah;

I, yang memliki tanah tefapn ridak memilikk rumah
dilaksanakan sesuai dengan hasil pernbangunan namah
o permukiman yang bersangkutan; dan

¢ vang btdak memiliki rumah dan tdak memiliki tanah
dilaksanakan dengan memberikan fasililasi perpindahan
dan pecnempatan dam ternpat linggal asal ke permukiman
baru di SP-Pugar.

Pasal 57

Penduduk setempat yang ditata sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 memperoleh perlakuan sebagal Transmigran sesuai
dengan jerus Transmigrasi vany dikembangkan di SP-Baru dan
3P-Pugar yang bersangkutar.

Fasal 85

Prnataan penduduk setempat sebagaimans dimaksud dalam
Fazal B> sampar dengan Pasal 87 dilaksanakan melalui
tahapan keglatan sebagai beriligy:

verhkasi

pencgasan hak atas bidang tanah,
penunjukan tempat tinggal dan tanah; dan
pelatihan.

g

Pasal B9

Penataan penduduk sctempat dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kahupaten f Kota dengan mengikutsertakan
masyaralual.

Paragraf 3 . ..
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Fasilitasi Perpindahan dan Pencmpatan Tranamigran

Pasal 90

Fasilitasi  perpindahan  dac  penempatan  Transmugran
sebapgaimena  dimaksud  dalam Fasal #4 avat (1) hurul b
dileksanakan berdasarkan hasil pembangunan SP-Baru dan
pembangunan permukiman barm zebapai bagian dari SP-
Pulanr,

Pasal 91
Fasilitasi  perpindahan dan  penempatan Transmigran
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 90 mencakup kegialan:
a.  pelavanan informasi;
pelayanan pendaftaran dan seleksi;
pelayanan pelatihan calon Transmigran;
pelayanan perpindahan; dan

petaksanaan penempatan dun adaptasi lingkungan di
Permuliman Transmiprasi.

TR SO

Pasal 92

(1} Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 91 huruf a dilaksanakan uniuk memberikan
informasi bagl masvarakar.

[2]  Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan aleh;

d. Pemerntah Pusar:

b Fermerinrah Dacrah Provine Daerab Asal;

. Pemerintah Baerah Provinsi Daerah Tujuan;
al

Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Asal;
dan

. Pemenmtah Daerah Kabupaten/Hota  Daerah
Tujuan,
sesual dengan kewcnangannya.

(3} Bahan pelayanan infermasi sebagaimana dimaksud pada
avatl (2] bersumber dari dokumen perwujudan Kawazsan
Transmigrasi.

(4] Inlormasi . . .
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Informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berapa:

a.  jem%  Transmugrast  vang  dikembangkan  dan
kualifikasi sumber duya manusia yvang dibutubkan;

L. Lkondist fistk dan  fasilitas  yapg  tersedia  di
permukiman dan Kawasan Transmigrasi;

€. fute perjalanan untuk mencapai permuykimen vang
dituju di Kewasan Transmigrasi, diseriai informasi
Llentang ketersediaan sarana rransporasi;

d.  kondisi lingkungan sosial dan budava masvaralkeat i
permukiman dan Kawasaen Transmigrasi;

€.  potens sumber daya vang dapat dikembanghkan dan
prospek  pengembangan  usaha vang  dapat
dilaltukan;

[ potensi pasar disertal data tentang  peluang,
tantangan, dan nsiko vang dihadap,

£  proses dan tata cars perpindahan; dan

h.  hak dan kewajiban Transmigran.

Pelayanan informasi sebapaimana dimalksud pada ayat (1)

meliputi publikasi, penyuluhan, dan sosislisasi.

Pasal 93

FPelayanan pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 91 hural b mencakup pelavanan:

A
b

(1}

{2]

(4]

[+

pendaltaran; dan
seleksl

Pazal ¢4

Felavanan — pendaftaran sehagaimana dimaksud dalam
Fasal 93 huruf a diberikan scluas luasnye kepada
masyarakat vang berminat untuk bertransmigrasi,

Pelavanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayan {1] dilaksanakan unluk memperoleh data individy
masyarakat yang berminat bertransmigrasi,

Pelavanan pendalaran sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1} dilaksanakatn oleh Pemerintah  Daerab
kKabupaten/Kota Daerah Asal dan Dacrah Tujuan denpan
persetyjuan Pemerintah Pusat,

Masyarakat vang telah terdaftar sebagaimana dimaksud
pada avat {2] dilakukan seleksi.

Pasal 95, ..
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Pazal G5

Pelayanan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
hurut b melipub seleksi:

A, administrasi; dan
I lekois,

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a dilakukan denpan meneliti keabsahan dan
kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Jeleks tekms scbagaimana dimaksud pada ayar [1)
huruf b dilskukan <dengen mengai kemampuan dan
keterampilan scsual dengan kualifikasi sumber  daya
manusia yang dibuluhkan.

Pazal 96

Pelayanan pelatihan calen Transmigran scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 huruf ¢ diberikan kepada calon
Transmigran vang telah luluz sgeleksi

Pelayvanan pelatithan calon Transmigran scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan sesyal dengan jenis
Transmigrasi.

Pelatihan  scbagaimana dirmeksud  padae ayat (2
dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan sesvai
dengan  stander  kompelensi Transmipran  yang
diperlukan di Kawasan Transmigrasi.

S]:andar kormperensi sebapggimana dimmaksud pada ayat (3)
ditctapkan cleh Menteri.

Pelatihan sebagaimang  dimakswd  pada  ayat (3
dilaksanakan olch:

a. Pemerintzb Pusat;

b.  Pemerintabh Dasrah Provinsi Diacrah Asal:

c. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tujuan;

d. Pemenintah Daerah Kabupaten /Kola Daerah Asal;
dan

€. Pemennlah  Dacrah  Kabupaten/Kota  Daerah
Tujuan,

ses 1Al denpan kewenangannya.

Pasal 97

Pclavanan perpindehan schagaimana dimaksud dalam
Fasal 91 huraf d mencakup pelayvapan administrasi
perpindahan, penampungan, kesehatan,  bantuan
perbekalan, pengangkuian, dan/atau penempatan sesuai
dengan jenis Transmigrasi.

(2] Pclayanan . . .
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Pclayanan perpindahan scbagaimana dimaksud pada
aval (1] dilaksanakan oleh;

4. Pcmerintah Pusarc;

b Pemerintah Dacrah Provinsi Deerah Asal;

c.  Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tujuan;

d. Pemenntah Dacrah Kabupaten/Kota Daecabh Asal;
dan

. Pemenintah Daerabh Kabupaien/Kola  Dacrah
Tujuat,

sesual dengan kewenanpannya.

Pelavanan perpindahan  yanp dilaksanakan aleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
hurut a dilakukan dar Pemerintah Provinst Daerah Asal
sampai Pemeriniah Provinst Daerah Tujoan,

Pclayanan  perpindahan yang  dilaksanakan aleh
Femerintah Daerah Provingi Daerah Asal zebagaimans
dimaksud pada avat (2) huruf b dilakukao dan
Kabupalen/Kota Dacrah Asal Transmigran ke Provins
Daerabh Asal Transmgran, dan dari Provinsi Daerah
Twjuan ke Kabupaten /Kaota Daerah Tujuan.

Pelayanan  perpindahan vang  dileksanalian coleh
Pemenintah  Daecrah kKabupaten/Kola  Duerah Asal
sehagaimana dimalsud pada aval (2] huruf d dilakukan
dalam  satu  kabupaten;Kila Daecrah Asal maupun
Kabupaten/Kota Daerah Tujuan,

Pasal 3R

Pelaksanaan penempatan dan adaptasi lingkungan di
Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 huruf e dilakukan dengan memberikan
kepastian mengenal tempar tinggal dan lehan usaha bag
Transmigran.,

Dalam pelaksanaan penempatan scbagatmana ditnakesuad
pada ayat [1] Transmigran diberikan penjelasan menpenai
hak dan kewajpban Transmipgran serta  bimhingan
adaptasi lingkungan.

Pelaksanaan penempetan di Permukiman Transmigrasi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] dan avat (2
dilaksanakan oleh Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota
Daerah Tajuan.

Pasal 9o . .
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Pasal 99

(1) Pelayanan perpirncdahan dan pelaksanaan penemparan
dan adaptas Imgkungan di Permukiman Teansmigras
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98
dilaksanakan setelah ada kepasrian kesempatan kerja
atdu usaha dan tempat tinggal di Kawasan Transmigrasi.

(20 Kepastian  scbagsimana dimaksud  pada ayat (1)
dinyatakan oleh gubernur Deerah Twuwan  actclah
memperoleh informasi dari bupatifwali kota.

Fasal 100

Ketentuan lebih lanjul mengenal penataan  perasebaran
penduduk diatur cdalam Peraturan Menteri

BaB V¥

FENGEMDOANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN KAWASAN
TEANSMIGRAR]

Bagian Kesatu

Ummum

Pasal 101

(1}  Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdpakan
pengembaongan  darl hasil pembanpgunan  Kawasan
Transmigrasi untuk mewujudkan Kawusan Transmigrasi
sebmgal sati kesatuan sistem pengembangan ekonomi
wilayah.

{2] Pengembangan sebagaumana dimeksud pada ayat (1)
mencakup pengembangan i bidang ckonomi, sosial
budaya, mental spiritual, kelembagaan permerintahan,
dan pengelolaan sumber dava alam dalam satu kesatuan.

(3] Pengembanean schagaimana dimaksud pada ayat [2)
dilaksanakuan berdasarkan rencana  pengembangan
Masyarakat Transmigrasi dan rencany penpembangan
Kawasan Transmigras) serta jenis Transmigrasi,

(4) Penpembanpgan sebapaimana dimaksud pada ayvat [1}
merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah Pusat
Pemerintab. Daerah Provinsi, atau Pemeriniah Dacrah
Eabupalen/Kota sesua denpan Kewsnangannya.,

Fasal 102 . _ .
SK Mo 25006 A
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Paza] 102
Pengembangan Masyarakat Transmigras dan

pengembangan Kawasan Transimigrasi pada jeris TU
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan/atau Pemerintah Dacrah Kabupatcen /Kota.
Pc ngcmhangan Masvartakat Transml rasi dan Kawaszsan
Transmuigrasi, pada  jonis laksanakan oleh
Pernerintah Pusat, Pemerintah Dacrah Provinsi, dan/arau
Peroeriniah Dacrak Kabupaten Kota dengan
mengikutsertakan Badan Usaha sebagai mifra usaha
Transtnigran.

Pengembangan Masvarakat Transmupras: dan Kawasan
Transtougraz pada jemis TSM yang bekeria same dengan
Badan Usaha dilaksanalan cleh Trapsmigran yang
hersangkutan  bekerja same dengan Badan VUsaha
berdasarkan perjanijian Kerja sama.

Penpembangan Matwarakat Transmigrasi dan Kawasan
Trensmigrasi pada jenis TSM vang tidak bekerja sama
dengan %ﬂdan Usaha dilaksanakan oleh Transmigran
vang bersangkutan.

Pasal 103

Fengembangan Masyarakat Transmigrasi dan
pengembangan Kewaszan  Transmigrasi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 dilaksanaken melalui
kegiatann pengaturan, pembinaan, bantuan, lasilicasi,
medias, advolkas, pelayanan, bimbingan,
pendampingan, dan,fatau pelatiban.

Penpembanpgan sebapaimana dimaksud pada avar (1)
dilaksanakan Berdasarkan pendekatan stuktur Kawasan
Transrmugrasl yang meliputl pengembangan:

a 5B

b, pusat 5KP;

c. GEKR

d. HKPB: dan

€. HKawasan Transmigrasi.

Bagian Kedua

Petngembanpan Masyarakat Transmigrasi

i)

Fazal 104

Fengembangan Masvarakat Traonsmigrasi sebugaimans
dimaksud dalam  Pasal 102, dilaksanaksn melalui
pelatihan untuk mtnmgkﬂtkﬂn kapasitas sumber daya
mManusia.

(2] Pelatthan . . .
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Pelathan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1}
dilaksanakan berbasis  kompelensi  scsuai dengan
kebutuhan  tahapsn  pengembangan  Masyarakat
Transmigrasz.

Kctentuan mengenai pelatihan dalam  pengembangan
Masvarakat Transmigrasi diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketiga
Pengembangan 5P dan Pusat SKP

Pazal 105

Fengembanpan  SP sebagaimanzs dimaksud  dalam
Fasal 103 ayat (2] huruf a dilaksanakan untuk mencapoi
sasaran pengembangsan 3P yang ditetapkan clalam
rencana  pengembangan 3P sebapaimana  dimaksud
dalam Pazal 21 ayat {35).

Fengembangan 5F sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanaltar sesual dengan tahapan pengembangan SP
sebagaimana dimuaksud dalam Pasal 51 avat [3).

Pengecmbangan 5P sebagaimana dimaksud pada avat [1)
dilaksanakan dengan memberikan bimbingan, fasilitasi,
bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi,
dan/atau pelatihar.

Penpembangan 5P sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dilaksanakan oleh Permerintah Daerah.

Pemernintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayar (4)
menugaslan kepala dess atau sebutan lain sebawa;
pehanggung jJawab pelaksanaan pengembangan 3P,

Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah  dapat
membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawal
kepada  kepala desa  alau  sebutan  lain  dengan
mempertimbanghkan kondisi geogralis dan luas wilavah
desa tempat SP yang bersangkutan.

Fasal 106

Dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerinigh
Ivagrah  kabupaten/Kora  membenikan  pelavanan
perlanahan.

(2] Pelayanan . . .
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Pelavanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada
avat (1} diberikan kepada;

4. Transmugran,

b.  penduduk setempal yang pindah ke permulkiman
baru sebagal bagian dari P- Pugar dan memperoleh
rerlakuan sebagal Transmigran; dan

. penduduk  zelempat  yang  tetap Cfnegal  di
permukiman sebagal bagian dari SP-Pugar dan
memperoleh perlakuan sebagai Transmigran.

Pasal 107

Pelayanan pertanabhan  kepada Transmigran dan
penduduk serempal vang pindah ke permukiman baru
sebagal bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b berupa pemberian
bidang tanah,

Eidang tanah vang diberikan scbagaimana dimalkigie
pada ayat (1) berasal dari (enah Hak Pengelalaan.

Bidang tanah sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa tanah untule:

a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
b. lahanp tempat tinggal.

Bidang tanah zebagsimmana dimaksud pada avar [3)
thiberikan dengan starys hek milik atas tanah sesuai
dengan Jemis Transmigrasi dan pola usaha pokok.

Luas bidang tanah sehagaimana dimaksud padue avat {3)
dibertkan sesuai dengan hasil perencanasn Kawasan
Transmigrasi.

[alam hal jenis TU dan TSE dengan pola wsaha polok
pertaniun  tanaman pangan danjatae perkebunan,
Transmigran atau penduduk sctempat vang pinidah ke
permukimen  baru  sebagan  bagian  dan SP Pugar
dibenkan bidang taneh paling sedikit 2 (dua) hektar.

Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah scbagaimana
dimaksud pada ayar (4) menjadi tangpung jawab Mentert.

Serufikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud
pradaayat {7) harus dibenkan paling lamtsal 5 (lima) tahun
sejak penwempatan pada 5P yang bersanghkutan.

Pa=zal 108 | .
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Pasal 108

Sebelum sertifikat hak mililk artas lanah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (7) diterbitkan, Menteri
membertkan surat Keterangan pembagian tanah sebagai
legalitaz hak untuk penggunaan tanah.

Ketentuan mengenal  tata  cara  pemberian surac
Kelerangan pembagian tanah zebapaimanz dimaksod
pada ayat 1) duatur denpan Peraturan Menteri.

Pazal 109

Tanzh yang dibenkan kepeda  Transmiegran dan
perncduduk selempat vang pindah ke permukiman baru
sebagar bagian dart SP-Pugar sebapgaimana dimaksud
dalam Pazal 107 lidak dapat dipindahtangankan, kecuali
telah dirmuliks paling singkat selama 13 {lima belas) tahun
sejak pencmpatan.

Dralam hel terjadi pemindahtanganan di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat [1}, hak ataz tanah
bagl Transmigran den penduduk sctempat menjadi
hapus.

Hapusnya hak atas tanahl sebapasimana dimaksud pada
ayal (2] diindaklamjuti dengan pencabutan hak atas
fanah sesual dengan ketentuan peraruran perundang-
undangsn-

Dengan  hapusnya hek  atas  tanah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tansh kembali menjadi tanah
yang dikuasal negara.

Tanah yang Kembali dikuasai negara  sebagaimana
dimaksud pada aval (4] digunakan untuk kepentingan
pembangunan dan pengembangan Kawasan
Transmigrasi.

Kelenluan lebih lanjul mengenal rats cara pencabutan
hak atas tanah scbagaimana dimaksud pada avat (3)
diatur dalam Peraturan Menteri setelab berkoordinasi
dengan  menteri  vang menyclenggaralcan urusan
pertermntahan di bidang pertanshan.

Ketentuan Icbih lanjur mengenai tata cara pelaksanasn
pengEunaan tanah sebagaimana dimaksud padae ayal [5)
diatur dalam Pcraturan Megiern,

Pasal 110 . ..
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Pasal 113

Pelayanen pettanahan kepada penduduk setempat vang
tetap tnggal di permukiman scbagai bagian dari 3P-Pugar
dan  memperoleh  perlakuan sebegai Transmigran
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 106 avat (2] haruf «
herupa pengurusan scrtifikat hak atas tanah sesual hasil
Konsulidas: Tanah.

Penpgurusan  serliikat  sebagaimana dimeksud  pads
ayal (11 menjadi tanggung jawab Menteri.

Pengurusan s¢rtiikat  scbapaimana  dimaksud  pada
ayat [2) mencakup luasan tanah vang sama dengan lias
ranah yang dibenkan kepada Transmigran dan penduduk
setempat yang pindah ke permukimean haru bagian dari
SP-Pugar sebagaimana dimsksud dalam Pasal 107
avat {3) dan avat [H).

Sertifikat sebagaimane dimaksud pada myat {3) harus
dibenikan paling lambal 5 {ima) tahun scjak penempacan
Transmigran pada permukiman baru bagian  dari
SP-Pugar vang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tate cara pengurusan
sertificat scbagaimana dimaksud pada avat (3 dan
ayar (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 111

Pengembangan pusal SKP schapaimana dimaksud dalam
Fasal 103 ayal (2) huruf b dilaksanakan untuk
mewyudkan pusat SKI* sebagai PPLT.

Fengembangan pusat SKP scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana
pengembenpgan pusat SKP.

Kegiatan pengembangan  pusat SKP sebagaimania
dimaksud pada avat (1) dan avat (2] mencakup
penpgaturan, pembinaan, mediasi. advolesi, fasilitasi,
dan/Satau pelayanan.

Pengembangan pusat SKP sebagaimana dimaksud pada
ayaf (3] dilaksanakan oleh Pernenntah Dacrah.

Dalam pengembangan pusat SKP sebagaimana dimaksud
rada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan
rehabilitasi, peningkatan, dan/atau  pembangunan
prasarana dan sarana pusat SKP,

i) Dalam . _ .
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Dalatn hal prasarana dan sarana pusat SKP sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) memililki  nilai  komersial,
Femerintabh  Daerah  dapat mengikutzectakan Badan
Uszaha berdasarkan izin dari pejabat vang berwenang
seslal denpan ketentban  peraturan perundang-
undangan.

Pemenntah Daerah sebapaimana dimaksud pada ayat (4)
mcnugaskan kepala desa alau scbutan lain sebagai
pcnanggung jawab petaksanaan penpembangan pusat
SKF.

Bagian Keemnpat
Penpermbiangan SKP

Pasal 112

Fengembangan SKP sebagaimana  dimaksod  dalam
Fasal 103 ayar (2) hurul o dilaksanakan untk
mewu|udkan SKP menjadi satu kesatuan sistem produles
pertanian dan pengelolean sumber daya alam vaow
berfungsi scbagal  dacrak penvangge  dari KPB
schagaimana ditelapkan dalam rencana pengembangsn
SKFP.

Pengembangan SKP sebapaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan,
mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.

Pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Lalam pengembangan SKP sebapaimana dimaksud pads
ayal (3}, Pemerintah  Daerah dapat melalkseanakan
pemeliharaan,  rehahbilitasi,  peningkatan, danfatau
pembangunan prasarana dan sarana SKP.

Dalam hal prasarana dan sarana pengembangan SKP
sebagaimana dimaksud pada avat [4) memiliki nilai
komersial, Pemerintah Deerah dapat mengikutseriakan
Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat vang
boracnang sesual dengan ketentugn  peraturan
poerundang-undangun.

Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (3]
menugaskan kepala desa atay sehutan lain pada pusat
SKF  sebapai  penanggung  jawab  pelaksanaan
pengembanpan SKP.

Pengembangan SKP sebagaimana dimaksued pada ayat [1)
dapat dilaksanakan melalui penperobangan SKP dan
pergembangan SKP Transpolitan.

[8] Ketenruan . . .
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Ketentuan lebih lenjut mengenad dpengﬂmbangan SKP
Tranepolitan sebagamana dimmaksud pada ayat (7) diarure
dengan Peraturan Menten,

Bagian Kelima
Pengembangan KPR

FPasal 113

Pengembangan KPE  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 103 ayat [2} huruf 4 dilaksanakan untuk
mewujudkan EPB sebapal PPET,

Fengembangan KPR sebapaimana dimaksud pada ayar (1)
dilaksanakan berdasarkan rencana penpgembangan KPE.

Pcngembanpan KPB sehagaimeana dimaksud pada ayat (1]
dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan,
mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.

Fengembangan KPB sehagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Pemenntah Dacrah,

Dalarn pengembangan KPB sebagaimana ditnaksugd pads
avat (3], Pemenntah Daerah dapat melaksanakan
rehabilitasi,  peningkatan, danfaray  pembangunan
prazarana dan sarana KPB.

Dalam hal pragarana dan sarana pengembangan KPE
sebagaitnanz dimaksud pada avat {3 memiliki nila;
komersial, Pemernintah Daerah dapat mengikutsertakan
Badan Usaha berdasarkan izin dar pejabat yang
bcrwenang  sesuai denpan ketentuan | peratura
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pengembanpgan KFE sebagaimana
dimaksud pada ayal (3], Pcmerintah Dasrah dapar
membenfik  badan  pengelola KPB  sesuai denpan
ketentdan peraturan perundang-undangan.

EBagian Keenam

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 114

Fengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana
dinaksud dalam Pasal 103 ayat (2) bhucyf & diarshkan
untuk mempercepat keterkaitan fungsional intrakawasan
dan antarkawasan scrta mengoptimalkan pemanfaatan
ruang secara konsisten guna mendukung pengembangan
komoditas unggulan dengan pendckaran agroindustr
dan agnbisnis.

(2] Pengembanpgan . . .
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Pengembanean  Kawasan Transtmigrasi  scbapaimana
dimaksud pada avat (1} secsual dengan  rencana
pengetnbangan Kawasan Transmigrasi.

Pengembangan Kawasan Transmigrasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilaksanaken melaluil kegiatan
pengaturan, pembinsan, mediasi, advokasi, lasilitasi,
dan/fatay pelayanan.

Pengembanpan Kawasan Tranamigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {3] dilaksanakan oleh Permerintah
Daerakh.

Dalarn pengembangan Kawasan Tranamigrasi
sebagaimana dimaksuel pada ayat (4), Pemerintah Daerahy
dapat melaksanakan rehabilitasi, peningleatan, dan, atau
pembangunan prasarana  an sarana Kawasan
Transmigrasi.

Lralam hal prasargna dan sarana scbagaimana dimaksud
pada avat {9 memiliki nilai komersial, Pemerintah Daerah
dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin
dart pejabat yang berwenang sesuei dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Dalam hal badan pengelola KPB schagaimana dimakaud
dalam Pasal 113 ayat (7) telah dibentuk, Permeriniah
Dacrah menugaskan badan pengelols KFB  sebagai
penAanggung jawal penecmbangan Kawasan
Transoigrasi.

Pasal 115

Ketenilan mengenal norma, standar, prosedur, dan kriteria
pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan pengembangan
Kawasan Transmigras: diatur clalam Peraturan Menteri

BAE V]

JENTE TRANSMIGRASI DAN POLA USAHA POKOK

{1]

Bagian Kesatu

Umum

Fasal 116

Jenis Transmigrasi diselenggarakan melalui pola usaha
pokok.

[2) Jerns | .,
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(2 Jenis Transmigrasi dikembangkan uniuk memanfaackan
kesempatan kerja dan peluang usala yang diciptakan
melalul pembangunan dan pengembangan  Kawasan
Transmigrasi.

Bagian Kedus

Jenis Transmigrasi

Pasal 117

Jenis Transmigrasi  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 116 terdiri atas:

a2 TLU:
b. THE; dan
C. TS

Pazal 115

(Y] Jenis TU =sebagaimena dimaksud dalam Pasal 117
huruf a dilaksanakan pada rmang dalam Kawasan
Transmigrasi yang belum layvak untuk pengembangan
usaha secara komersial.

(2} Transmigran pada jenis TU sebagaimana dimaksud pada
ayal |1) tipnontaskan bagi penduduk vang mengalami
keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan
peluang usaha.

{3} Dalam menctapkan calon Transmigran sebapaimana
ditnrksud  pada  ayat {2} seleksi dilaksanakan
berdagarkan  priornitas  penanganan masalah sosial
¢konomi bagl penduduk yang bersangkutan.

(4] Biava pelaksansan jenis TU sebapaimana dimaksud pada
ayat (1] hersumber dan anggaran pendapatan dan helanja

daerah danfatau angparan pendapetan dan belanja
negara,

Pasal 119

(1}  Jeniz TSE sebagaimana dimaksud delagm Pasal 117
huruf b dilaksanakan pada ruang dalam Kawasan
Transmigrasl ¥ang sudah layak uniuk pengembanpan
utahy yecars komersial.

(2} Tranamigran . . .
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Transmigran pada jenis TSBE sebapaimana dimaksad
pada ayal (1) diutamakan bagi penduduk yang berpotensi
bertembang untuk maju.

Dalam menetapkan calon Transmigran sebagaimana
dimaksud pada  ayart  {1]  seleksi  dilaksaoakan
berdasarkan kesesuaian antara kesempatan kerja atau
usabia yang terscdia, keslapan, den Keahliannya,

Biava pelakzanaan jenis TSE sebagaumana dimaksud
pada avat (1) bersumber dart anggaran pendapatan dan
belanja daecrah dan/atau enggeran pendapatan dan
belanja nepara dan Badan Usaha.

Pasgal 120

Jenis TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
huarul ¢ dilaksanakan peda ruang dalam Kawasan
Transmigrasi vang berfungsi sebawai PPLT dan PFKT.

Transmigran pada jenis TBM sebagaitmana dimaksud
pada aya (1) diatamakan bagi penduduk yang memiliki
kemampuan vang diukur dari kompetensi dan modal
usaha vang dimiliki.

Korpelens: dan modal usaha sebagaimana dimaksad
pada ayvat (2] disesuaikan dengan peluang usaha
dan/atau kescmpatan belerja vang tersedia di PPLT atan
PPRT pada Kawasan Transmigrasi vang dituju.

Biaya pelaksanaan jenis TSM sebapsimana dimaksud
pada ayal (1) bersumber dari Transmigran yang
hersangkutan  dan  dapet  memperolell  dukungan
pembiayaan dari aoggaran pendapatan dan belanja
daerah danjateu anpgaran pendapatan dan  belanja
negara.

Dalam hal Transmigran sebagaimana dimaksud pada
aviat (4] bekerja sama denpan Badan Usaha, hiaya
pelaksanaannya  bersumber dari Tranamigran vang
bersangkutan dan Badan Usaha scrta dapar didukung
pembiavaan dari anggaran pendapatan dan belanja
dacrah dan angparan pendapatan dan belanja pegura,

Femmbiayaan dan anpgparan pendapatan dan  belapja
deerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara
schagaimana dimaksud pada ayar (4 den ayat {3
digunakan untuk penyediaan prasarana dan sarana
dasar serta memberikan dukungan  pengembangan
usaha.

Fasal 121...
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Pasal 1321

ketentuan lelnh lanjut mengenat lula cara pelaksanaan TU,
T5B, dan TSM diatur dalam Peraturan Menten.

(1]

(2]

(4]

(4]

(1)

Hagian Ketiga
Transmigran

Pagail 122

Setiap warpa negara Republik Indonesia dapar ikut serta
sebagai  Transmigran  pade  jenis trAnsmigrayi
sebagaimana cimaksud dakem Pasal 117,

Transmipran sebagaimana dimaksud pada avat (I)
berhak mempernleh bantgan dari Pemerintah Pusat,
Pemerintaby Daeral, dan/atau Badan Usaha,

Transmipran sebagaimana dimakaud pada ayvat {1] wajib.

a. bertempat tinggal menerap di Permukiman
Transmigrasi;

b. memelihara Kelestaran ingkungan,

c.  memeliharg dan mengembangkan  kegiatan
usahamya secara berdaya guna dan berhasil guns;

. mempertahankan dan memelihara pemulikan tanah
dan asct produksinva;

e. memelihara hubunpan yang serasi  denpen
magyaraltat  seternpat  serta menghormati dan
memperhatilkan adat istiadatnya; dan

[ memaluhi  ketentuan  peraturan perundang-
undanpan di bidang Ketransmigrasian.

Transmugratt  vane ldak  melaksanakan  kowanban
sebagaimans dimaksud pada gyat (3] dibenikan sanksl
admimistratl] berupa:

&, teguran lisan;
k.  teguran tertuliz; atau
. pencabutan starus sebagai Transmigran.

Bapglan Keempat
Pola Usaha Pokok

Pasgl 123
Pola wusaha pokolk sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 11& melipoti kegiatan waaha:
a4,  pruner;
E.  sekunder; dan/alau
c. tersier.

(Z] Kepiatan . _ .
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Keglatan usaha primer sebagaimana dimakesud pada
ayat [1] hurul & mcliputi usaha i bidang pertanian
lanaman pangan, perikanan, peternakan, petkebunan,
kehulanan, dan pertambangan.

Kegiatan usaha sckunder sebagaimana dimaksud pada
ayal {1] hural b rmelipud usaha di bideng industn
pengotatian dan manufaktur.

Kegalan usaha rersier sebagaimana dimaksod pada
avat {1] hural ¢ meliputi usaha di bidang jasa dan
perdagangan.

Pasal 124

Kegiatan usaha primer sebapaimana dimaksud dalam
Paszal 123 ayal (2] dikembangkan pada jenis 'TU dan /atay
TSB.

Keglatan usaha sekunder sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 123 ayar (1) dikembangkan pada jenis TSH
dan fatau TEM.

kKegiatan usaha tersier sebapaimana dimaksud dalam
Fasal 123 ayat (4} dikembangkan pada jenis TSM.

Fasal 125

Pola usaha pokok sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 123 ditetapken dalam rencana permbangunan
kawasan Transmiprasi berdesarkan kescsuaian antare
potenst sumber daye alam dan sumber daya buatan
déngan sumber daya lainnya yang tersedia.

Pola usaha poltok sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
thlaksanakan berbasis SKP. pusat 3KP, dan KPB sesual
dengan kegiatan usaha yang dikembangkan.

Pasal |26

Ketentuan lebih lanjut mengenal pola usaha pokok diatur
dalarn Peraturan Menteri.

BAB VII

FELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

OLEH BADAN UUSAHA KEPADA TRANSMIGRAN

{1]

Pasal 127

Badan Usaha memberikan hanluan kepada Tratsmigran
pada jenis TSR sebeagai mitra usaha.

{2} Selain . ..
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Selatn memberikan bentian sebapsimana dimaksud
pada ayat (1), Badan Usaha dapat memberikan bantuan
kepada Transmigran jenis TSM vang bermitra.

Pasal 128

Rantuan scbhagaimana dimaksud dalam  Pasal 127
avat {1] bcrupa:
A, informast usaha;

. perolehan kredit invesiasi dan modal kerja yang
diperlukan bagi kegiatan usaha Transmigran;

€. bimbingun, pelatihan, dan peovuluhan usaha
ckonemi;

. jaminan peroasaran hasil produksi;

€. Jaminan pchdapatan yang memenuhi kebutuban
hidup layak;

[ bimbingan aoslal kemasyarakatan, dan

g, fasilitas umum dan fsilitas sosial.

Eantuwan berupa informasi ussha  schagaimana
dimaksud pada ayat 11] huraf a diberikan dalam bentuk
pembenan mformas pasar.

Bantuan berupa perclehan kredit investasi dan modal
kerja vang diperlukan bagi kegintan usaha Transmigran
sehaganimana dimaksud pada ayatil) hurul b diberikan
dalam bentuk jaminan untuk mempercleh kredic dari
lembaga keuangat atau nonkewangan.

Bantuan berupa bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan
uswha ckonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hural ¢ diberikan dalam berntuk:

#.  pelatihan keterampilan pengelolaan budidaya,

. mbingan teknis usaha ckonomi; dan

. penyuluhan dan pendampingan.

Dentuwan berupa jaminan pemasaran hasil produksi
sebwpeimana dimaksud pads ayat {1) huraf 4 diberikan

dalam bentuk kepastian pembelian hasil usaha sesuaj
dengan perjanjian kemitraan usaha,

Banluan berupa jaminan pendapalan vang memenualy
kelmiiuhan hidup layak sebagrirmans dimaksud pada
ayat {i1] huruf ¢ dibenkan dalam hentwuk fasilitasi untuk
memperolch  pendapatan yang  dapat memenuhi
kelmatuban hudup layalc.

{¥] Bantuan . . .
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Banluan berupa bimbimgan sosial kemasyarakatan
sebapaimana dimaksud pada avat {1] hurnf 1 dilerikan
dalam bentuk penguatan kelembagaan masvarakatl yane
hergerak i lidang sosial kemasyarakatan.

Bantuan berupa [asilitas omum dan fasilitas sosial
gebapaimana dimaksud pada ayat (1} huruf g diberikan
dalam bentuk pengembangan fasilitas wooum dan fasilitas
ssial.

Pasgal 124G

Bantuan sebapaimana  dimaksud dalam Pasal 127
aval {2] berupa;

a. informass usaha;

b peralehan kredit investast dan modal kerja yang
diperlukan bagl keglatan uzaha,

c. pendampingan pengembangan vsahag dan
d. [aminan pemasaran hasil produksi,

Bantuan berupa mfermast usaha  =zebapaimena
thrmaksud pada avat (1) hurul a diberilkan dalam beniuk
pembenan informasi pasar.

Bantuan berupa perolehan heedit mwvestasi dan modal
kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha sebagaimana
ctlimalisud pada ayat (1 huruf b diberikan dalam hentuk
Jjaminan untuk  mempersleh kredit dand lembaga
kevangan alau nonkeuangan.

Bantuan berupa pendampingan pengembangan usaha
scbapaimana dimaksud pada ayal (1) hurul © diberikan
dalam bentuk banluan  peningkatan  kemampuan
manajemen penpembangan usaha.

Eantuan berupa jaminan pemasaran basil produksi
schagaimana dumaksud pada ayat {1) huruf d diberikan
dalam bentuk kepastian pembelian hasil produksi sesuaal
dengan perjanjian kemitraan usaha,

BAB VIII
PERAN SERETA MASYARAHAT

Pasal 130

Feran serta masyarakat dalam pelaksanaan Transmigrasi
disrahkan untuk mevujudkan penyelenggaraan Transmigrasi
yang transparan, akuntabel, dan parlisipatil.

Pasal 131 . ..
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Pasal 131

Peran serta masvarakat scbhagaimana dimaksud dalam
Pasal 130 dapal dilaksanakan oclch:

8. PErSeOTANgAN,
L. kelompok masyarakat; atan
<. Badan Usaha.

Feran serta oleh perscorangan scbagaimana dimaksyed
pada ayat (1) burul a dilaksanakan olelh perseorangan
yatg herlangeung jawab atas tindakannya secara pribadi.

Peran serta oleh kelommpok masyarakat scbagaimana
dimaksud pacla ay=l (1) huruf b dilaksanakan oleh
argafisay sosiol kemasyarakatan atau lembaga swadays
masyarakat dan scicnisnva vang terdaltar secara sah
scsual  dengan ketentuan pecraluran perundang-
undangar.

Peran scrta cleh Badan Usaha sebagaimana dimasksud
pada ayat (1] huraf ¢ dilaksanaksn melalul kemitraan
tlengan Hadan Usaha.

Fasal 132

Perun serta masyarakat sebagaimana dimalizugd dalam
Pasal 130 dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a, penyediaan jasa, barang, dan modal;

b. penanaman medal; dan il

€. penyediaan enodga pelatihan dan pengembangan
masyarakat.

Penyediaan jasa, barang, dan modal sebagaimana
dimakaud pada aval {1} huruf a dilaksanakan sesual
denpgan Ketentuan peraturan perundang undangan.
Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
huruf b dilaksanakan oleh Badan Usaha berdasarkan izin
pelalizansan darg Menter,

Penyediaan  tenaga  pelatihan dan pengembangan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dilaksanakan olch kelompok masyarakal berdasarkan
persetujuan Menterd.

Kelompuk masyarekat yang mclaksanakan penvediaan
tenage pelatiban dan pengembangan masyarakat tanps
persetjan Menten sebapaimana dimaksnd pada ayar (4]
cilertkan sanksi administratt berupa:

A, teguran lisan;
b. tcpuran tertulis; atay
£. pencabutan perserujuan Menter,

(6] Ketentuan . . .
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Kctentuan leh lanjut meongenan tata cara pembenan 1zin
dan persetwjuan schagnmana dimalksad pacla ayvar (3)
fdan ayat {(4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pusal 133

Penanaman maodal sebagaimana  dimaksud  dalam
Pazal 132 ayat (1) hural b dapat dilaksanskan dalam
bentuk:

A, penpembangan pola usaha pokok;
b. pengembangan sarana kawasan, dan
<. pelavanan jasa perpindahan Transmigran.

Penvediaan tenaga pelatthan dan pengecmbangan
masvarakat schapaimana dimaksud dalam Pasal 134
ayal (11 hurul ¢ dapar dilaksanakan dalam bentuk
pelavanan sosial kemasyarakatan.

Fas=] 134

Penanaman modal yang dilaksanakan dalam bentuk
penpembangan pola usaha pokok sebagaimana dimakesud
dalam Pazal 133 ayar (1] huru! & melipud bidang usaha
pertamian  tanaman pangan, perkebunan, perikanan,
pcternakan, kehuatanan, dan pertambangan.
Pengembangan pola uzaha pokok sebagaimana dimmaksud
pada ayat {1] dilaksanalkan melalul penyediaan prasarana
eJan sarang usaha.

Fenyediaan prasarand dan sarans wsaha sebapaimani
ditnaksiad pada aval (2) dilaksanakan nleh Badan Usaha,

Dalhm mtlaksanakan penvediaan prasarans dan sarana
usaha, Badan Usaha sebhagaimana dimaksud pada
avat [3) wajlb menjalin kerja sama kemitraan dengan
Masyarakat Transmigrasi.

Dalam mcnjalin kera sama kcmittaan scbagamana
dimaksud pada ayer (4], Badan Useha waph membanouy
perolehan modal usaha dan bertindak =sebapal penjamin.
Badan Usaha yang tidak menjalin kerja sama kemilraan
dengan masyarakar sebapaimana dimmaksud pada ayat (4}
diberiean sanky administratif berupa:

a. teguran lisan,

b. tepuran tertulis; atau

. pencabutan zin prlaksanasan transmigrisi

Pasal 135 . ..
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Pasal 133

Pcnanaman modal vang dilaksanakan dalam bentuk
pengembangan sarans kawasan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 133 avat (1) arul b meliputi bidang usaha
1asa konsuuksi

Pengembangan sargna kawaszan i bidang v=zaha jasa
konstruksi sebagaimana dimaksud pada awvat (1)
tilsksanakan olch Badan Usaha melaln pembangunan:

a. perurmahan; dan
b. =arana lomersial.

Pasal 136

Pembanpunan perumahan sebapaimana dimaksud dalam
Pazal 1353 ayat (2] huruf a dilaksanakan di atas tanah Hak
Pengelolaan pada PPLT atau PPRT.

Perumahan  sebagaimana  dimaksud pada avat (1)
dilemgkap dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebapai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
Perumahan sebagaimana dimaksnd pada avat  [2)
diperuntukkan bagi Transmigran jemz TSM ‘melalhu

sisgterm  kredil berdasarkan pegenjan sesuwal dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bebhan keedit bagi Transmigran jenis TSM scehagaimana
dimaksud pada ayat {3] tidak termasuk ava pengadaan
tanah.

Badan Usaha wvang mengembangken usaha  jasa
konstruks: melalui pembangunan perumahan wajib:

. menvedisken dan membenkan layvanan informasi
peluang berusbaha dan kesempatan bekena vang
tersedia di kawasan vang dikembanghkan; dan

b. membantu perclehan kredit perumahan dan
bertindak scbhapal penjamin.

Pasal 137

Pcmbansgunan sarana komersial scbagaimana dimalkesud
dalam Pasal 1235 avat (2] huraf B dilaksanakan di atas
tanzh Hak Pengelolaan pada PPLT arau PPKT.

Sarana komersial sebagaimana dirmaksud pada avat (1)
dapat berupa sarana induscri dan sarana per dagangan
dan jasa.

Pembangunan sarana komersial sebagaimana dimeaksad
pada ayar (2| dilaksanakan berdasarkan RET, rcocana
tekrus pusat S3KP alau rencana detail KPB, dan rencana
teknik detail prasarana dan sarana.

Pasal 1365 . ..
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Pazal 138

Penanaman meodal yeng dilaksanakan dalam bentuk
pelavanan jasa perpindahan Transmigran sebagaitnana
dimakzud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf ¢ mcliputi
bideng jasa perpimniahan.

Penpem banean usaha pelavanan perpindahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan  kepiatan pokok pelayvanan perpindahan dari
Dtacrah Asal sampal dengan penempatan di Permukitnacs
Transmigrasi tujuan.

Penpembangan usaha sebagaimana  dimaksugd  pada
ayal {2) dilaksanakan untuk memberikan pelayanan bagi
TrAanamigran jenis TSM,

Pengzmbangan wsaha scbagaimana dimaksud pada
ayat [3) dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah.

Untuk melaksanakan pengembangan Lusaha
schagaimana dimaksud pada avat (4) Badan Usaha
harus:

a. memperolel pernyalaan lertulis dar Pemenntah
Draerah Tujuan tentang ketersediaan termpar tinggal,
pocluang berusaha, dan kesempatan Kerja; dan

b, memperoleh rekomendasi tertulis dari Pemerintah
Craetaty Asal  wvang  bersanghkutan tentang
ketersediaan  masyarakat YEnNgE mendaltar
bertransmigrasi melalul jenis TSM.

Dalam melaksanakan lkegiatan pokok sebagaimana

dhimaksud pada ayat (2}, Badan Usaha wayih:

A. menyediakan dan memberikan pelayanan informasi
tentang peluang benlsaha dan kesempatan bekerga
yang tersedia di Kawasan Transmigrasi, dan

k. membuat  perjamyian tertulis dengan calon
Transmigran jenis TSM yang diberikan pelayanan.
Badan wusaha yang tidak melaksanakan kewajiban

sebapaimana dimaksud pada ayat (@) huruf b diberikan
sanksi adrinistratid berupa;

s, tegaran hisamn;
b. teguran ternalis; atan
. peoncabutan win pelaksanaan trenasmipeasi.

Pasal 1.3%

Pelayanan sosial  kemasvarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 133 ayal (2] dilaksanakan denpan
kegiatan pokok  pelayanan  pendidikan, pelayanan
kesehalan, pelatihan, atauw pendampingan.

[2} Pelavanan . . .
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2] Pelavanan  =osial  kemasyorakatan zcbapaimana
dimaksud pada ayar {1) dilaksanakan oleh kelompok
tmazyarakat danjatau persearangan.

[}  Untuk meclaksanakan pelayanan sosial kemasyarakatan
sebagaymana  dimaksud pada  ayatr [2), kelompok
magyarakat dan/atau perseorangan wajib memiliki:

a, lepalitas  sesudl  denpgan keteniuan peraiuran
perundang-undanpgsan; dan

b. prasarana dan sarana scrta dana  pendukung
keopiatan peclayanan sosial kemasvarakatan yang
dilaksanakan.

(1} Pelayanan soslal kemasyarakatan schapaimana
dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan secara koordinatf
dengan =atuan kerja perangkat daerah yang
menvelenggarakan wuarusan permerintahan di bidang
[ranSrmgrasi.

Pagal 140

Hetentuan  lebih lanjut  menpenal bentuk pelaksanaan
penanaman modal dan pelaksanaan penyocdisan  tonaga

pelanhan dan pongembangan masyarakat scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 132 diatur dalam Peraturan Menoer.

Pagal 141

[} Untuk memberikan kezempatan kepada masyarakat
untuk berperan serta dalam pelaksanaatn Transmigrast,
Pemerintah Pusat, Pemerinlah Daccab Provins, dan falan
Fermerintahh Daeralh Kabupaten/Kota membenkan
layanan komumnikasi, informasi, dan edukas) sesual
dengan kewenanpannyva.

(2} Pelayanan  komunikasi,  informasi,  dan edokasi
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

a,  zuslalisayl konsep, kebijakan, stratcgl, dan program
ketransmiprasian yang akan, sedang, dan telah
dilaksanalan;

. chalog mengenal konscp, kebyakan, strateg, dan
program Ketransmigrasian yang akan, sedang, dan
telah dilaksanakan;

c. penparahan, bimbingan, dan advakasi dalam rangks
meningkatitan mitat masyarakat untuk berperan
serta dalam pelaksanaan Transmgrasy, dan

d.  pelayanan adminisirast berupa layanan penunjang
untuk mempermudah peran serta masvarakat.

(3) Ketentuan . ..
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Ketentuan lebih lanyut mengenai pelayanan komunikasi,
informasi, dan edukas= diatir dengan Peraturan Menter.

BADB IX
KOORDINAS] DAN PENGAWASAN

Pazal 1472

Penyclenggaraan  Transmigrasi dilaksanakan sccara
koordinatil dan terintegrasi dengan program dan kegiatan
vang terkait dengan penyelenpgaraan Transmigrass
ketnenterian flembapa  lam, Pemenntah  Daerah, dan
masvarskal.

Koordinasi dan integrasi penvelenggaraan Transmigrasi
zebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tanggung jawab Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenal pelaksanaan koordinasi
dan intcgrasl scbagaimana dimaksud pada ayat {1] dan
ayal {2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal |43

Felaksanaan Transmigrasgi merupakan priofes
pembangunan lintas daerah vang dilaksanskan dengan
tata cara kera same pelaksanaan Transmigrasi antar
Pemernintah Daerah.

Dalam kerja sama sebagmmana dimaksud pade ayac {1],
benterr hertangpung jawab atas penealuran, pembinaan,
trintivas, Koordinass, medias), advokasi, pelayanan, serta
penpendalian dan pengawasan,

Hibah danjfatau transfer keuangen anfardaerah delam
petryetenggaraan kega sama sebagamnans dimaksud
pada ayat [1] dileksanakan sesusl dengen Hetentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan  mengenal  kerja sama  pelaksanaan
Transmigrazi antar Petnerintah  Daerah sebagalmans
dimaksud pada avat (1} tan avat (2] diatur dengan
Feraturan Menteri.

Pasal 144

Petigawasan  pelakvansan  Transmigrasi  dilakukan  cleh
Merters, gluberotr, dan/atau bupatifwali kota scsual dengan
kewenangannya.

Faszal 145 . _ .
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Pazal 145

Fengawasan  pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 144 dilakukan untuk:

4. menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan Tranesmigrasi,

b. meningkatkan kualitas pelaksanaan Transmigraszi, dan

c. menjamin terlaksananva penegakan buykum di bidang
Transtograsi.

Pasal 144

Pergawasan lerhadap prlaksdanaan Transmipgrasi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 144 didakukan melalu
pcntlaian terhadap kinerja:

penyediaan tanah;

pelayanan pertanaban;

perencanaan kawasan,

pembangunan Kawasan Transmuipgras, dan
pengembangan Masyarakat Transrmigrag ddan
pengembangan Kawasan Transmigrasi,

N g™

Pasal 147

(1}  Pengawasan lerhadap pelaksanzan Transmigrasi
sebapaimana dimakaud dalam Pasal 146 menghasillian
laporan ponilalan kincna pelaksanaan Transmigrast.

(2}  Perulaian kinerja pelaksanaan Transmigras sebagaimana
dimaksich pada aval (1) dilabukan berdasarkan mdilealor
Kinera Wama pelaksanaan Transmigrasi.

(3] Ketentuan FOeNREnai mdikator kinerja (R]8=1 11

pelaksarnaan Transmgrast schagaimana dimaksoud pada
avat (2} diatur dengan Feraturan Meniar.

Pasal 148

Hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

cdpnnakan sebhagad:

.  bahan pengendalian pelaksanaan Transmigrasi;

b, dasar undakan untuk mceningkatkan  koalias
pelaksanaan Transnugrasi; dan/fataa

c. salah samy  dasar untuk  melakukan  pembinaan
pelaksanaan Transrmigrasi.

BAB X . ..
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Bagian Hesatu
Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal |49

Prmnberian sanksi administrabil sebapaimana dimaksud
dalarn Faszal 122 ayal [4), Pasal 132 ayat |3), Pasal 134
avat (0], dan Pasal 138 ayatl (7)) ditakukan herdasarkan
laporan cdugaan pelangesarsn yang brerasal dan:

a,  pengaduan; dan

. hasil pemantaudan dan evaluasn,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat  |1]
disampaikan kepada Mencer.

Fasal 15{)
Fengaduan sebagaimana dimaksud dalam Paszal 1449
avat [1| huruf a dapat dilakulkan cleh:
&.  PErOrENgan;
b. kelompok masyarakat; dan/atau
€. Imsttusi, lembaga, instansi, atau organisasi.

Perigaduan  sebagrimans dimabkesud pada avat  [1]
tisampeailian kepada Menten secara tertulis atad melalu
sistem mmformast herbasis clektronmk,

F‘Eﬂ%[aduan zebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
It memuat:

sedi

a. identitas pelapor,

B, nama dan alamar lengkap pihalk yang diadakean;

¢ Jems dudssn pelangparan yang dilakulan;

d. walkiy pelanggearan dilakukan;

c. kronologis peristiva vang diadukan; dan

f.  keteranpan yang memuat [akta, data, atau petunjuk
terjadinya pelanggaran.

[dentitas pelapor sebagaimans dimaksud pada ayat (3)

hurut a wajib dirahasiakan.

FPazal 131

Haszil pemantanan dan evaluas scebhagamana dimailksad
clalarm  Pazal 149 ayat (1) huruf b didakukan oleh
Pemenntah Pusat, Pemmonntah Dacrah Provinst, dan/atau
Pemenntah Dacrah kabupaten/kota.

[2) Haszil . . .
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Hazil pemantavan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) disampaikan kepada Mentari

Bapgian Kedua

Femeriksaan

Pagal 1572

Menten melakukan pemeriksaan  sctelah menerima
laporan dugaan pelanggaran sebapaimana dimaksud
dalarn Pasal 14% dengan cara membentuk tim pemeriksa
vang bersifat ad her nntuk menindaklanjun laporan.

Tim prmenksa schagaimana dimaksud pada ayal (1]
bertugas:

a. menerima dan meneliti laporan;

b,  mengermbalikan laporan yvang tidak lengkap untuk
chlepghkap khusus untuk pengaduan;

<. mencatat laporan yang relabh lengkap dalam bubku
reglstras;
melakukan verfikas laporan,

e. melakukan pemeriksaan untuk  kepentingan
pembuktian;

I melakukan analisis selurubh informasi dan temuan,
dan

. memlual laporan hasil pemeriksaan dengan atan
Tanpd rekamendasi aanks.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud pada

ayat (2}, titn pemerikza berwenang:

a.  melakukan permeriksaan dokumen;

L. mendalarm inloemaei kepada semua pihak yang
terlitrat atay vang mengetabu kejadian;

. mengamankan barang boki;

d. melakukan pemenksaan di lokasi kejadian;

¢, berhoordimast dengan mstitusi terkait  termasuk
pencgak huloum; dan

I membenkan rekomendas) pengenaan sanks:.

Dralam raelakukan Migas sebagaimana dimaksad pada
ayal () um pemenksa dibantu oleb sekrelarial.

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
sekreraral  sebagaimana  Jdimakeud  pada ayatb (4
ditetapkan dengan Keputuzan Menten.

Pasal 153 . .
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Fazal 153

Bulri yape dipecoleh tim pemerikse delarm melakukan
pemenksaan dapal berapa;

a. surat dan/atau dokumen clektromlk;
b. keterangan saksi;

. keterangan ahli,

. pengekuan terlapoc; danfatay

=, harang tako Ak

Bukti sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat

dijadikan bahan pecfimbangan dalam melakukan analigis

uleh Hm pemenksa untuk:

a4, membenkan rekomendasi kepada Monlen dalam
mengenakan sanka adrmimistratil; arau

b, memberitahukan kepada  pelapor babwa Gclalg
terdapal pelangearan.

Pasal 154

Tim pemenksa menvusun dan menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan kepada Menteri sespai dengan
rekatmendasi sankai adiminiscratil sebagaimana dimaksud
flalatn Pasal 153 ayat [2) huril a.

Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan
paling lama 30 [tiga puliuh] hari sejak tim pemeriksa
ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pengenaan Sanksi

Pasal 135

Menter memberikan sanksi admimstrat] beodpa teguran
liwan berdasarkan lapordan vim pemenksa sebagsimand
dimaksud dalam Pasal 133 avat {2} bagi Badan Usaha,
Transmigran, atau kelompok masyarakat yang terbukb
meclakukan pelangearan.

Perberian sanksi adminisranl berppa teguaran hisan
sebapgaimana dimaksud peda gval (1] diserlan denean
benla acary pembenan sanks teguran haan.

Sanksi admimstratii berupa  tepuran lisan  memuaat

kewanpban untuk rmelakukan perbatkan sesge detigon
rekomendas yang dibenikan oleh Om pemenhisa.

(4] Perbailkan . . .
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Perbalkan  schagaimana  dimaksud pada  ayat (3
dilakuban paling lambat 30 {liga puluh) han terhitung
sejak zanksi administracil berupa teguran lisan diberikan.

Pasal 156G

bMenteri memberikan zanksi adminisbatil berupa teguran
tertulis bapl Badan Usaha, Transmigran, atau kelompok
masyvarakal vang tdak menvelesaikan perbailean sesual
dengan  rekormendas: sebapaimana  dimaksud  dalam
Fazal 155 ayat {3).

Pevelesaian perbaikan sebagaimana dimaksod pada
ayat [1) dilakukan paling lambat 3¢ [tiga puluh) han
terbitung  sejalkt sanksi adrunstratif berupa teguran
tertulis diberikan.

Pasal 137

Menteri membenkan sanksli  administrast  berupa
pcncabutan:

A. i bagi Apdan Lsaha;
k. astarus sebagar Transmigran, atau
c. persetujuan Menten bagl kelompok masvarakat,

vang lidak menyelesgikan perbaikan sampai dengan
berakhirnya waktu yang diberikan pada teguran tertulis.
Palam hal Badan Usaha, Tranamigran, atau kelompok
masyarakat terbukti  melakukan tindak  pidana
berdasarkan hasil putusan pengadilan vang mempunyal
kekuatan hukum telap, Menteri memberikan sanksi
administracil sebagaimana dimaksaud pada ayat {1).

Pasal 153

Ketentuan lebib lanjut mengenal tata cara dan jangka waktn
peryatuhan sanksi administratil diavur dengan Peraturan
Menteri.

BAB Xl
KETENTUAN FERALIHAN

Pasal 15U

'ada saat Peraturan Pemernintah i moulan berlakuw:

.

proass perencanaan, pembangunan, den pengernbangan
Kawasan Transimigrast vang scdang berjalan  tetap
dilanjutkan sampal dengan berakhimya ahun anggaran
herjelan; dan

b, proses . .,
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b, proses perencanaan. pembanegunan, dan pengembangan
Kawasan  ‘Transougrast benkutnya  dilaksanakan
menyesuaikan denegan Peraluran Pemerintab ini.

BAR Xl
KETENTUAN PENLUITUFP

Pasal 160

Pada saat Peraturan Femecnintah im mulal berlaku, poeraturan
perundang-undangan vang meripakan peraturan
pelaksanaan dati Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tabun 2014
tentang Pelakaansan Undang-Undang Nomor 153 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah dinbah dengan
Undang-lndang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
Aras Undang-Undang Jomor 15 Tahun 1997 tentang
Kctransmigrasian [Lembaran Mepara Republk  [ndoncsia
Takun 2014 HNomor 9 dan Tambahan Letmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3497). dinyatakan masih letap
berlakh sepampang Udak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemernintah ini

FPasal 161

Pada saat Peraturan Pemerintah i mulail berlaku, Peraturan
Pernerintah Neomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Lindang-Undang  Nomor 15 Tahun 1997 lenlany
Ketransrmigrasian scbapaimena telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 29 Tahun 2009 rentang Perubahan Atas
Unclang-Unclang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Megara Hepublk Indonesia
Tahun 20134 Nomaor 9 dan Tambahan Letmnbaran Negara
Ecpublik Indonesia Nomor 2497}, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaloa.

FPasal 1532

Peraturan Pemeriniah inl mulal berlaku  pada  tanegal
dinndangkan.

Agar . ..
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FEMNJELASAN
ATAS
PEEATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR Lo TAHUN 1997

TENTANG KETRANSMIGRASIAN EEBEAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

LUNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-TNDANG NOMOR 15 TAHTIN 1997 TENTANG KETRANSMIGEASIAN

I. UMUM

Peraturan Pemerintah NHomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang MNemeor 29 Tahun 2009 tcntang Poerubahan Atas Undane-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian <dibentuk untuk
rielaksariakan lebih lanjul ketenruan mengenai fransmigras:. Seiring dengan
berjalannya waltui, Ketransmggrasian < Indonesia mengalami  berbagan
perkembangan dalam taral regulasi maupun iImplementast. Oleh Rarena iy,
diperlukan penyesuaian pengaturan di level Prraturan  Pemenntah,
khususnyva untuk mengakomadas: beberapa perubahan undang-undang,

Secara  vundis, pengaturan transmigrast o tmgkat  Peraturan
Pemenntah memerlukan penyesualan matent muatan dengan Undang-
Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang FPemernmtahan Daersh yang
rmentransformasi perthal urusan pemenntahan, Undang-Undang Nomor ©
Tabun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 wentang
Penataan Euang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20102 entang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang
Momor 41 Tahun 1999 tentanpg Kehutanan, Undang-Undang Nomer & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerntah Normmor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan perundangan di bidang
investasi dan kerja sama leinnya. Melibal banvaknya perubahan yang perlu
diakomaodir, maka memjadt lebih lepal  secata foeemil] pka dilakubkan
pembenivkan Peraturan Pemerintab mengena transmoigras vang batma dan
mencabur Peraturan Pemernimtah vang  lama, Hal ool semzala unluk
memberikan kemudahan admimistras pengaturan hukum.

Secara ...

SK No 203235 4
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mecara  substantl, penggantan  Peraturan Pemenntah Momor 3
Tahun 2014 ini diperlukan untuk memberikan kepastian hokum, khususova
terkait dengan pembeagian kewenangan dan kega sama, lermasuk juga
petdanaan, antara Pemenntab Daerah dan Pemenntah Pusat terkatt dengan
peovelengearaan Transmigraslt.  Selain ke, adanya  ide  Transmigrasi
Transpolitan yang tclah digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Laerah Tertinggal, dan Transtmigrasi, dengan melbatkan kajian mendelam
dari para pakar, perlu mendapatkan landasan hukum untuk  dapat
diimplementasikan, khususnya terkait denpan pelibatan unsur pertahelix
termasuk  akademisi dan  pelakn bisnis di dalam penyelenggaraan
Transmigrasi, perlu untuk diakormadie.

Peraturan Pemernltah il dibuat untuk membenkan pemahaman
konsep Transmigrasi sebagal urusan pemerintahan konkuren pilihan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t{entang Pemerinlahan Daccah
menjelaskan perkembangan Kengsep Trunsmigrasi, termasuk di dalamnya
rentang Transmigrast  Transpolitan, peroncanaan dan pembangunan
Kewasan, dalam mewwudkan tujuan, sasaran, dan arah Transmigrasi
sebagaimana dikehendald oleh Undang-Undang serla dapat menpakomodasi
perkembangan zaman, menjelaskan konsenp kerja sama antara Pemedntah
Fusat, Pemerintah Dacrah, dun Badan [Usaha dalam menvelenggarakan
Tratistmgrast yang sevual dengan peraturan perundang-undangan terkini,
serta menjelaskan kesesualan konsep penvedizaan ranah den pelayvananan
pertanahan Transmigrasi dengan LUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
rentang Pengadazan Tanah bapl Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Secara umum, materi pokok Yang diarur di dalam Peraturan Pemenntah
ini meliputi ketentuan Umum, Kawasan Transmigrasi, perencanaan Kawasan
Transmagrasl dan penyediaan tanah Transmigrasi, pembangunan Kawasan
Transmigrasy, pengembangan Kawasan  Transmigrasi,  Transmigrasi
Transzpolitan, Jenis Transmigrasi dan pola ussha pokeok, pelaksanaan
pembenan bantuan olch Badan Usaha kepads Transmigran, peran serta
masyarakat, koordinasi dan penpawasan, sanksi sdministratil, ketcntuan
peralihan, dan ketentuan penuatup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pagsal 2 . ..
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Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas,

Pazal 4

Avat [1}
Yang dimaksud dengan “penyelenggataan™ adalabh  pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan FHT RAWASAT pelaksanaan
Transmigrasi.

Avat [2)
Cukup jclas.

Ayal [2)
Cukup jelas.

Avat [4)
Cukup jelas.

Avat [3}
Cukup jelas.

Aval {0}
Cukup jelas,

Avat {1}
Pengertian  secara berlabap  mengandung  makna bahwa
antartahapan dalam proses kegiatan pelaksanasn Transmigrasi
mermniliki hubungan saling ketergantungan.

Aval {E)
Cukup julas,

Ayat {4
Cukug: jelas.

Pazul 5
Culup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Tang thimaksud dengan “kawasan strategis nasional” adalah wilayah
vang penatagn rusngnya  diprooritaskan  karena  mempunyai
perngatuh sangat penting secara nasional terhadap kedaularan
ncgara, pertahanan dan keamanan negara, ckonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang 1elah ditetapkan
sebagan warisan dunia,

Yang . . .
SK No NEMRS A
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Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi™ adalah wilayah
yvang pcnataan mangnyva  dipnioritaskan  karena  mempunyai
pengaruh sangat penting dalam hingkup provinsi terhadap ekonomi,
soial, budaya, dan/atau lingkungan serta meripakan bagian tidak
terpisahlkan dan rencana tata mang wilayah provinsi.

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis kabupaten / kota” adalah
wilayah yang penataan ruangnyva diprionitaskan karena mempunyal
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kela tethadap
ekanami, Sosial, budaya, danfatau lingkungan serta merupakan
bagian  tdak terpisahkan darn rencana  tata  roang wilayah
katuapaten jkota.

Avat [}

Pasgal 7

Yang dimakaud dengan “keterniluan peraturan perundang-
undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undanpan di
bidang ponataan ruang.

Cukup jelas.

Pasal 8

Culp jelas.

FPasal

Avat (1]

Yang dimaksud dengan “pusat pertumbuhan vang ada® adalsh
auatu lokasi vang memiliki fasilitas dan kemudahan sehinpga
menjadi dava tarik [pole of atirgction] yane mampu mcmengaruhi
atall menimbulkan efek pengganda wang sipnifikan terhadap
pertumbihan kawasan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan *Ypusat  pertumbuhan vang  sedang
herkembang” adalah suaty lokasi yang memiliki fasilitas dan
kermmudahan schinpga menjadi dava tarik (pole of attraction) vang
memuliki potensi untuk memengaruhi atau mepimbulkan cick

pcngganda vang  signilikan  terhadap  pertumblban kawasan
Seltarmya,

Ayat {2}

Pasal 14

Cukup jelas.

Culp jelas.

oK No 205096 A
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FPasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jeias.

Pagal 12
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jclas.

Paszal 15

Avat (1)
Yang dimaksud dengan “penyedinan lanah™ adalah pengadaan
tanah untuk Pembanpunan kKawasan Transnugrasi.

Axat [2}
Yany dimaksud dengan “ketentuan  peraruran penlndsng-
undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang
Pemerintahan Daerah, penataan ruang, pertanahan, dan
kehutanan.,

Avat {3}

Cukup jelas.
Avat {4}

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Fausal 17
Cukup jclas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Paga) |9
Cukup jelas.

FPazal 20
Axvat [1)
Cukup j=las.

Ayat {2 . . .
SK Mo 2050097 A
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Ayar (2]
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan  perandang-
undangan® adalabh persturen perundang-undangan A bidang
kehutanan.

Avat |3]
Cukup jelas,

Ayat {4)
Yang dimaksud dengan “ketentuan  peraturan  perandang-

undangan® adalabh peratoran perondapg-undangsn A Bidane
pertanrhan.

Pasal 21
Culiup jclas,

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Avar {I)
Cukup jelas,

Ayar |2
Cukup jelas,

Avar [3)
Cukup jelas,

Avat (4
Yang dimakswud  dengan "ketentuan peraturan perundang
undangan” antara lain peraturan perundang-undangzn di bidang
pertanahan dan kehutanan

Avar |2
Yang dimaksud  dengan “ketentuan peraturan perundang

undangan™ antara lain peraturan perundang-undangan i bidang
pertanahan.

Faszal 249
Avat (1)
Yanpg dimaksud dengan “lepalitas™ adalah legalitas tanah untuk
pengetibangan investast yvang dimuler darl izin lokasi sampal
denpan penerbitan hak mengusahakan seperti hak guna usaha, hak
Euna banguinarn, dan perizinan lainnya.

Yang dimaksud dengan “ketentuan  peraturan  perundang.
undangan” antara lain peraturan perundang-undanpan di hidang
pertanaban, kehutanan, dan penanarman modal,

Avar (2) . ..
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Ayat (2]
Culup jelas.

Pazal 25
Arar (1)
Cukup jclas.
Ayat [2)
Cukup jelas.
Ayat [J)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Hurul ©
Tingpal menetap dan memanfaarkan tanah paling singkat
2 {duz] tahun di permukiman vang bersangkutan dibuktikan
dengan keterangan dari Kepala desa atau sebutan lain.
Avat (4]
Cukup jelas.
Awat [3]
Musyawarah dilaksanakan untuk  membangun Kesepakatan
masyrarakat tontang penguasaan, pemilikan, peonoggunaan, dan
pemanfaatan tanah di permukiman penduduk sctempat vang akan
dikembanghkan rmenjadi SP-Pugar.
Avat {f]
Cukup jclas.
Ayat (7]
Cukup jelas,

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas,

Pasal 29
Cukup jelas,

Faszal 30
Culiup jelas.

Faszl 31 . ..
SK No 2050949 A
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Fasal 31
Cukup jelas.
Paszal 32
Avat (1}
Hurufa
Cukup jelas.
Hurl I
Cukup jelas.
Hurul ¢
Yang dinaksud dengan  “rencana strubiur Kawazsan
Transmigrast™ adalah gambaran SKP wvang memiliki
hutungan lingsional dan hierarki kermuangan dengan KPB
dan jarnngsn prasarana dan sarana yang berfungst sebagal
pendukung  kegiatan  sosial ekonomil muasyarakat  yang
mengintegrasikan anlarsatusn kawasan dalam Kawasan
Transmigrast,
Hurul el
VYang dimaksud dengan “rencana peruntukan Kawaszan
Transtngras” adalah gambaran  distribusi  peruntukan
kawasan Transmigrasi yang meliputi fungsi peruntukan
untuk  fungsi  lindung dan  fungsi  budidava  sepert
peruntukan untuk kepiatan pelestarian lingkungan, sosial,
budava, ekonomi, pertahansn, dan kramanan.
Huruf #
Yang dimaksud dengan “arahan pengembangan pola usaha
pokok” adalah gambaran tentang penpgembangan usaha
pokok masvarakal sewuali dengan  ketersedisan  produk
ungegulan di kawasan Transmigrasi.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g

SK No 285100 A

Yang dimaksud dengen “aruhan penataan  persebaran
penduduk dan kebutuhan sumber dava manusis”™ adalah
gambaran tentang kondisi sebaran penduduk. struktur dan
komposisi penduduk serta gambaren kebutuhan sumber
daya manusia ideal untuk mengembangkan potenai sumber
daya yang tersedia di Keawasan Transmigrasi.

Humi b . ..
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Huruf h

Yang dimaksud dengan “indikasi program utame” adalab
gambaran tentang program utama yvang dapac diosulkan,
perkiraan  pendanaan  bescrta  sumbernya, dan wakiu
prlakvanasnnya dalam  rangka mewujudkan Kawazan
Transmigrasi. Indikasl program utama terscbut merupakan
acuan dalam  penyusunan program  pembangunan  dan
pengtmbangan kawasan scrta acuan instansifsektor dalam
PULYUSUNAN rencana stratepls serta besaran investasi di
Kawasan Transmigras vang bersangkutan.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan “tahapan perwujudan Kawasan
Transmigras®  adalah gambaran  tentang  tahapan

pelaksanaan pembangunan untuk mewwjudkan Kawasan
Transmigrasi.

Hurud j

Cukup jclas.

Hurul k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jclas.

Avat (2)

Cukup jelas,

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Avat [1}

Culup jclas.

Avat {2]

Culup jelas,

Avat (3]
Yang i

maksud dengan “penjelasan tertulis”™ adalah pertimbangan

clan alasan mengenal pengermbalian usulan,

Pasal 33

Cukup jelas.

Pa=al 36

Cukup jelas.

SK Mo 205087 A
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Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 32
Chuakup jelag,

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayval [2)
Musvawarah dhimaksudkan untuk membangun  kesepahaman
masyarakat sergmpat tenlang rencana pembangunan kawasan yang
akan dilaksanakat..

Avat [3)
Musvawarah dilaksanaksan untuk membangun  kesepakatan,
persetujuan, dan  komitoen magyarakat  terhadap Rencana
Pembangunan Kawasan Tranamigrasi pads wilayah yang akan
dicadangkan.

Avat [4) ]
Cukup jelas,

Pasal 40
Aval [1}
Cukup jelas,
Avat [2}
Cukup jelas.
Avat [3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rencana detail pemaniaaran ruang
SF" adalah rencana detail lata letak permukiman, rencana
detzul tata letak lahan usaha, rencans detail tata letak sarana
petrukiman, rencana detail tata lerak ruang fasilitas umam,
ruang terbuka hijaw, dan ruang konscrvasi, serta reocana
JATINRAT prasarana S,
Huruf c
Yang dimaksud dengan “rencany dewsil pola usaha pokok
dan penpgembangan usaha® adalah pambaran rentang jenis
produk  vang dapal dibudidayakan dan  retcana
pecngembangan usahe berbasis hasil budidaya pokek vang
akan dikembangkan disertai gambaran tentang potensi
produksi, pola pengolahan hasil, pola distibuosi, dan
pemasaran.

Hurmafd., ..
SK NHo 205058 A&
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Huruf d

Tang dimaksad dengan “rencana jenis Transmigrasi® adalah
rckomendasi hasil perencanaan lentang jenis Transmigrasi
yang sesual untuk dilaksanakan, yaitu jenis Transmigras
T, TER, dan/atau TEM.

Huouf &

Yang dimaksud dengan “rencana daya tampung penduduok”
adalah gambaran tentang jumlah, struktur, dan kompetensi
penduduk yang dilengkap denpan data mengena penduduk
yang sudah ada dan tambahan pendudok yang diperlukan
untuk mengelola dan mengembangkan SP,

Huead I

Avat [4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pazal 41
Avat [1}

Cukup jelas,

Avat [2)

Cukup jelas.

Avat {3)

Cukup jelas.

Avat {4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf 12

Yang dimaksud dengan “rencana detail permmaniaatan ruang
pusat SKPT adalah rencana derail tata lelak permukiman,
rencana detail tata letak saruna perrmmukiman, rencana detail
tala letak muang fasiditas omum pusal pelayanan SKP,
rencana derail tata letak ruang usaha, rencana detail tata
letak ruang terbuka hijau dan ruang kenservasi, dan rencana
dectall jaringan prasarana pusat SKP.

Huruf ¢

K Mg 205084 A

Yang dimaksud dengan "rencana pola usaha pokok dan
pengembangan usaha yvang dapat dikembangkan” adalah
parmbaran tentang jenis produk berbasis usaha pokok yang
dapal dipcrdagangkan, industn yang dapat dikembangkan,
dam jenis usaha vang dapat dilasksanakan disertai pambaran
tentang potensi produksi, pola pengelahan, pola distribasi,
dan pcmasaran.

Hurafd . ..



PRESIDEM
REFUBLIK INDONESEA

S 13-

Hurul d
Yang dimaksud dengan “rencana  pelavanan  dan
pengembangan usaha jasa, industri, dan perdagangan vang
dapal dikembangkan” adalah rekomendasi tentang langkah-
langkah pelavanan dan penpembangan vang diperlukan
untiik mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha jasa,
ind11sin, dan perdapangan di pusat SKP scpertl investas)
pengembangan pectoloan, ndusin, perdagangan,
pengembangan lahan secara komersial, dan lain-lain sejenis,

Huruf ¢
Yang dimaksud denpgan *rencana jemis Transmigrasi yvang
akan dilaksanakan” adalah rekemendasi hasil perencanaan
mengena jenvs Transmigra s vang depat dilabksanakan, yaitu
Jenis TU, TSB, dan; atay T3M.

Huruat {
Yang dimaksud dengan “rencana daya tampung pedidigk”
adalah pambaran tentang jumlah, strultor, dan kompetensi
penduduk yang dilengkapl dengan data mengenai penduduk
vang sudah ada dan tambahan penduduk yang diperlubkan
unigk mengelola dan mengembangkan pusat SKP.

Huruf g
Yang durnaksud dengan  “rencana kebutuhan biaya
pembangunan pusat BKP* adelah perhitungan biaya vang
diperlukan untuk mengembangkan pusat IKP menjadi PPLT
vang meliputl rencana pembangunan dan program deama
vang dapat memjadi acuan instans, scktor dalam memmsun

rencana stealegrs serlag besaran investast di pusac SKP yang
bersanglutan.

Ayat (3)

Pazal 42

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Puzsal 42

Avyart |1)

Cukup jelas.

Ayar (2)

SK Mo 205090 A

Yang dimaksud dengan “rencana tnci SKFP scbagal perangkat
aperasional RKT" mengandung mabkne bahwa rencana rinci SEP
merpakan perangkat ontuk mewujudkan ¥awasan Transmigras
dalam mengernbangkan SKP sebagai satu kesatuan sistem produksi
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yvang memiliki
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan KPB.

Ayat [3} . ..
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Ayratl (3]

Cukup jelas.

Ayvar (4]

SK No 20501 A

Huruf a
Culkup jelas,

Huruf b
Culkup 1elas.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “‘renocana struktur SKP' adalah
pambaran sistem pusgal 5P dan pusat SKP, dan javingan
pragsarana dan sarana yang berflungsit sebapgal pendukung
kegiatan sostal ekonor masyarakat pada suatu SKP yang
secara hieraria memihiki hubungan fungsioenal,

Huruf d
Yang dimaksud dengan “rencana peruniukan SKP adalah
gambaran distribusl peruntukan ruang SKP yang meliput:
peruntitkan ruang untuk fungsi linduog sepert ruang
terbuka higay dan keglatan pelestianan ingkungan laimnya,
dan peruntukan ruang untuk tungs: budidava seperti ruang
untuk  furnesi  permukiman, rmwang untuk fungsi
pengcmbangan budidaya dan uwsaha, dan ruang unfuk
kegiatan sisial, ckonomi, dan budaya lainnyva.

Huruf ¢
Culoup jelas,

Hurud
Cukiup jelas,

Huruf g
Yang dimaksud dengan “rencana penalaan perschartan
penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia” adalah
gambaran tentang kondisi sebaran penduduk, strukiur dan
kntnposis penduaduk, serta gambaran kebutuhan sumber
daya manusia ideal nntuk mengembangkan potens sumber
dava vang tersedia i SKP.

Hurul h
Yang dimaksud dengan “mdikas) program ucama” adalah
Program  utama Yang dapat dikembanglan, perkirzan
pendanaan beserta sumbernya, dan waltty pelaksanaannya
dalam cengka mewupudkan SKP.

Huruarl i
Yang dimalkaud dengan “lahapan pembangunan SP” adalah
arahan mengenal tshap pclaksanaan pembanpunan &P
untulk mewojudkan SKFP menjadi salu kesaludn gistem
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang
mermiliki hubunpan fungsional dan hierarki  keruangan
dengan KFB.

Pazal 44 . ..
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Cukup jelas.

Pagal 45

Axat (1}

Cukup jelas.

Avat (2]

Yang dimaksud dengan “rencana detail KPB sebapal peranpkat
operasional RKT" mengandung makna bahwa rencana detail KPB
merupakan perangkat unruk mewujudkan Kawasan Transmigrasi
dalam mengembangkan KPB zebagai pusat pertumbuhan yang
mcmiliki keterkaitan fungsional dan hicrarki keruangan dengan
SKP.

Ayat {3]

Cukup jelas.

Ayar (4

Cukup jclas.

Ayal 3]

SH Mo 205092 A

Huruf a
Cultup jclas,

Huruf b
Cukup |clas.

Hurui ¢
Yang dJdimaksud dengan  “rencana peruniukan KPBRT
merupakan rencana distribusi suly zona peruntukan yang
anlara lain meliputi hutan bndung, zona vang membertkan
perlimdungan terhadap zona dibawahnys, zona perlindungan
setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran,
industn, dan reang terbuks nonhijau, ke dalam blok-blak.

Hurul d
Yang dimaksud dengan  “rencana prasatena KPRT
merupakan pengembangan hierarki sistem jarinpan
prasarand yang ditetapkan dalam rencans struktur yang
lermuat dalam RKT.

Huruf ¢

Fenerapan sul bapian wilayah perencanaan KPB yang
diprioritaskan penanganannys menipalan Uupaya dalam
rangka operaswnalisasi rencana detail KPB vang diwujudkan
ke dalam rencena penanganan sub wilayvah perencanaan
vang diprioritaskun. Penetapan sub wilayah perencanaan
vang dipriorilaskan  penanganannya beriujuan untuk
mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki,
mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau
melaksanakan revitalisasi di kewasan vang bersanghkutan,
vang dhanggap memiliki prioritas linggl di banding sub
wilayah perencanaan lainnya.

Hurul | . _ .
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Huruf £
Ketentuan pemanfaatan ruang dalam KPE merupakan upaya
mewujudkan rencana detail KPB delam bentuk program
pecngembangan wilavah perencansaan dalam jangha wakiu
perencanaan & [limal tahunan sampal akhir lahuan masa
perencanaan sebagaimana dialbar dalam peraburan
perundang-undangan di hidang penataan ruang,

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas,

Hurf
Yang dimaksud dengan “rencana  penataan  persebaran
penduduk dan rencana penngkatan kapasitas sumber daya
tmanugin®  Aadalah gambaran  tentang  kondisi sebaran
petidudul:,  siruktur dan kompesisi penduduk,  serta
garnbaran kebutuhan sumber daya manusia ideal untuk
mengsmbanghkan potensi sumber daya vang tersedia i KPB.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “rencana detall pembentukan,
peningkatan, dan penguatan  kelembagaan  sosial  dan
chonomi® adalah gambaran rinci tenrang kelembagaan sosia)l
ckonom yang diperlukan untuk mewjudkan KPB sebagai
FPKT.

Huruf k
Cukup jelas.

Avat (5)

Pasal 46

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Pagal 47

Cukup |clas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Hurul a

Cultup jelas.

Hunal b

oK Mo 20057 A

Yang dimaksud dengan “perkembangan pelaksanaan pembangunan
Kawasan Transmigrasi®™ adalah dinamika pembangunan Kawasan
Tranamigrasl pada saat  perencanaan  dilaksanakan  denpan
mempertimbangkan kondisi potensi sumber days alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya lainnya sebagar saty Kesatian.

Praal 50 . .
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Pasal 53
Cukunp jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pazal 52

Ayat {1}
Yang dimalksud dengan "masyarakat yang mempu beradaptasi
dengan lingkungan fisik dan hingkungan sosial” adalah masvaraloat
yang mampu  menvesuaikan  dengan lingkungan,  mampu
memaniaatiean dan cmampl mengelola aser produks vang ecsedia
untuk kegiatan usaha sccara produktif.

Avat (2}
Cukup jclas,

Pasal 53
Ayat (1)
Masyvarakat yang mampu memenuht kebutuhan mdup ditandai
dengan dikwnasainya aset preduksi untuk  mengembanpglan
Ealdidaya dan usaha,
Avat [2)
Culiup jelas,

Paszal 54
Cukup jelas,

Pazal 55
Lukup jelas,

Pasal o6
Cukup |elas.

Pasal 57
Aval (1)
Cukup jelas.
Avat [Z)
Cukup jelas,
Ayat ()
Cukup jelas.
Ayal (4}
Hurul a
Cukup jelas.
Hurul b

Cukup jelas.

Humfc ...

SH No 205056 A
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Huruf o
Yang dimaksud dengan *kegiatan pengembangen” adalah
imput dan proscs keglatan pengermnbangan di bidang ckonomi,

soslal  dan budaya, mental  spintual,  kelembagasn
pernerntahan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Hurul d
Cukup jclas.

Hurul ¢

Keranghe rencana tabunan memgat antare lain rencana
anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan pengembangan SP.
Awat [3)
Cukup julas.

Pasal 58
Ayat [1)
Cublp pelas.
Avat [2)
Hurul a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Yang dimaksud dengan *kegiatan pengembangan™ adalah
inpdt dan proses kegialan pengembanean G Lidang ¢konomi,
zsosial dan budaya, dan pengelolaan sumber dava alam yang
perlu dilaksanakan clch masyarakat untuk mempercopat
Lerlfunpsinya pusal SKP menjadi PPLT.
Hurul d
Cukup jelas.
Hurul ¢
Keranghka rencana rahunan Kegiatan penpembangan pusat
SKP mermuat antara lein rencana anggaran biaya dan jadwal
pelaksanaan pengembangan pusat SKP sampan dengan
terwiyudnys pusat SKEF menjadt PRELT.
Avat [3)
Cukalp jelas,
Pasal 39
Aovat [1)

Yang dimaksud dengan “daerah penyanpea” adalah dacrah belakang
{funterlgnd) yang berfungsi sebapai penyangga KPE.

Avat [2)
Cukup jelas,

Aval [3) . ..

5K No 23055 A
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Avat {3}

Huraf a
Cukup jalas.

Huruf b
Cukup julas,

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “indikasl program tahunan® adalah
tencana progeam lahunan sampal dengan terwgjudnya SKP
sebagal satu kesatvan sstemn produkst pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam vang memiliki hubungan
fungsional dan hierarki keruangan dengan KPS,

Huruf d
Cukufr pelask.

Huruf e
Cukup jclas.

Huruf {
Cukup jelas,

Hurul g
Yang dimaksud “kelembagaan” adalah kelembagaan ekonomi
dan kelembapgaan masyarakat seperti gabungen kelompok
tani, kelompok pelestari linghungan, dan sejenisnya.

Avart |4)
Cukup jelas.

Fasal H0
Culkup jelas.

Fazal &1
Cukup julaa,

Pagal 62
Avat [}
Cukup jelas.
Ayat [E)
Hurl a
Cukup jelas.
Hurul b
Culoup jelas.
Hurul ¢
Yang dimaksud dengan “indikasi progratm rahunan”™ adalash
rencana program lahunan sampal dengan terwujudnya KFB

sebapai PPET yang memiliki hubungan fungsional dan
hicrarki keruangan dengan 3KF.

Hurufd. ..

SK No 205061 A
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Huarnf d
Cukup jelas.

Huruf e
Clukup jelas,

Hurul f
Cukufr pelas.

Huraf g
Yang dimaksud “"kelembagaan” adatah kelemnbagaan yang
diperlukan untuk mendukung terwujudnya KPB menjads
PPET zecpert badan pengrelola, lembaga pendidikan, atau
SETETIISMYAE.

Avar (3]
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal £4
Cukup jelas.

Pasal £5
Culup jclas.

Pasal &&
Cukup jelas.

Pazal &7
Culiup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pazal 69
Culup jelas.

Pasal 70

Ayar (1)
Cukup jelas.

Avyar (2]
Yarg  dimaksud  dengan  ‘rencana pembangunen  Kawasan
Transmigrasi” adalah rencana rvinci SKP, rencane detaill KPE,
rencana tekms 8P, rencans teknis pusat SKP, dan rencana teknik
detail prasorana dan sarana.

Ayal (3]
Cukup jelas.

Avat (&) . ..

SK No e A
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Aval (4]

Cukup jelas.
fAval (3]

Cukup jelas.
Avat (5]

Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pas=sal 73
Cukup jelas,

Pasnal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukupr jelas.

Pasat 76
Avaf {1}
Cukup jelas.
Avat {2}
Yang dimaksud dengan “rchabilitasi, peningkatan, dan)/ataa
pembangunan prasarana dan serana” adaleh peningkatan Lngsi
prasarana dan sarana permukiman vang ada atau menvediakan
prasarana dan sarana baru vang  diperlukan untuk
menpinteprasikan permukiman penduduk setempat dengan SF laan
dalam struktur SKF.
Pasual 77
Avat {1}
Cukup jelas.
Avat {3}
Cukup jelas.
Avat {3}
Ketentvan  setelah terdapat mimimal 2 [duap S dalam SKEP

mengandung makna Bahwa keberadesn pusat SKP sebagai PPLT
diperiukan untuk melavani minimal 2 [duay SP.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79 _ ..

SK No 205063 A
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Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Avar {2)
Yang dimaksud dengan “lingkungan siap bangun” adalah sebidang
tanzah yang Asiknya serla prasarana, sarana, dan utilitas umumnys
telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-
batas kaveling vang jelas sesual dengan rencana detal KPE,

Avat [3}
Yane dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan ruang”  adalah
penyediaan lahan dan  fasilitus  pendubungnya  yang dapat
digunakan untuk pengembangan industri, perdagangan, dan jass
antara lan pertckoan dan sejemsny

Avat [4)
Cukup jclas.

Avat |5)
Yang dimaksud depgan “ruang rerbuka hiygaa” adalah area
memanjang,jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya
lehih hersifat rerbuka, tempat tumbulh tanaman, baik vang 1umbuhb
secara alarmiah maupun yang sengaja diranam.

Ayral (3]
Cukup jelas

Ayat (7]
Ketentuan serelah erdapat minimal 2 [dual SKP dalam 1 [saty)
Kawasan Transmigrasi mengandung makne bahwa keberadaan KPFE
sebhagal PPKT diperlukan untuk melayani mimmal 2 (dua) SKP.

Avat (8}
Cukup jelas.

Pasal B
Cukup jlas,

Pasal A1
Cukup jclas.

Pasal A2
Culkup jelas.

Pasal 83
Ayalil)
Huruf a
Yang dimaksud deppan “daya dukung alam” adalah
kemampuan lingkungan alam beserla segenap unsur dan
sumbernva yuntuk menunjang perikehidupan manusia serta
makhluk lain secard berkelanjulan,

Yang . . .

Sk No 205064 A
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Yanp dimaksud dengan “daya tampung lingkungan® adalah
kemampuan lngkungan hidup Blaalan mamasia anfolke
retmentihi perikehidupan penduduk.
Hurui b
Cuikeug jelas.
Ayat (2]
Cuklp j8les.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukurn jelas,

Ayat (]
Pengertian sccara terinteprast dan saling memberikan manfoat
tnengandung  makna bahwa  penatazan  penduduk  sctempal
berdampak pada  tersedianya peluang bagl  pembanglinae
pettmukiman untulk Transmigran. Sedanpkan fasilitaz perpindahan
dan pencmpatan Transmigran dilaksanakan untuk memenuhi
kebtniraban surmber daya manusia yang diperlukan.

Avat [3)
Culiup jalasg.

Pasal 85
{ukup jelas,

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Yang dimaksud dengan “mempercleh perlakuan =ebagal Transmigran”

adalah hak, kewajban, dan pembenan bantuan sebapal Transmigran
sesuar dengan jenis Transmugrasi vang dikembanghkan.

Fasal BE
Cukup jelas,

Fazal 29
Pengertian menpikutzertaltan masyarakat, mengandung makna bahwa

dalam melaksanakan penalaan pendudul setempat, Pernenntah Daerah
Kabupaten/Kota harus melibatkan masvarakat yvang bersangkutan
melalill mlsyawarat.

Pasal S0
Culkup jelas.

Pasal @1
Culkup jelas.

Pasal 32 .. .

SK N 205065 A
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Pasal 92
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Cukup jelas.
Avat [3)
Cubkup julas,
Ayat (4)
Hurul &
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Hurual ¢
Cukup jclas.
Hurul d
Yang dimaksud dengan *kondisi lingkungan sosial dan
budaya masyarakat™ adalah norma sosial yang berlaku, adat
1sfiadat, dan tradisi yeng berlaku dan hamas dibhormat bagi
pendatang.
Hurufl e
Cukup jelas.
Hural i
Cukup jelas.
Hurul g
Cukup jelas.
Hurul h
Cukup jelas.
Axat (3)
Cukup jclas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94

Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat [2)
Yang dimaksud dengean “data mdrada” oantara lzin data
kependudubkan, lingkal pendidikan, ungkat pendapatan dan lain-
lain vang diperlukan sebagan pertimbangan dalam pengembangan
masyarakat di Kawasan Transmigrasi.

foval [3) ..

SK Mo 205066 A



FRESIDEM
REPUBEIK IHODMNESIA

- -

Ayart |3)

Cukup jelas.
Ayac (4]

Cukup jelas.

Fasal 93
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayal (1]
Culup jclas.

Avat (2]
Cukup jelas.

Ayar (3]
Yang dimaksud dengan “srandac kompetens” adaglah kemampaan
dan keterampilan yvang diperbukan untulk memanfastkan peluang
berusaha dan kesempatan bekerna sesual denpan pola usaha pokok
vang dikembangkan.

Ayat (4]
Cukup jelas.

Ayat 5]
Cukyp elas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal &8
Avat {1}
Cukup jelas,
Awval {2}
Bimbingan adapram  Imgkungan  dilakukan antara lain untuk
mengenalkan adat istiadat, kebiasaarn, dan budava lokal kepada
Transmigran.

Avat [3)
Cukup jelas.

T*azal 9G
Cukup jelas,

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Basal 102 . . .

SK No 25T A
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Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jclas.

Fazal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Culoup jelas.

Pasal 104
Aval {1}
Culoap jelas.
Avat {i#}
Hurul a
Cukup jelas.

Hurul b
Yang dimaksud dengan *permmukiman  bam®  adalah

permukiman vang dibangun 4di aras tanah Hak Pengelolaan
hagian dar SP-Pugar.

Huorul ¢
Yang dimalksud dengan “permukiman™ adalah permukiman
penduduk  selempal yane  dipugar berdasarkan hasil
pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

Pasal 107
Ayar [1)
Cukup jelas.

Avat [Z)
Culup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Avat (4}
Culiup elas.
Ayat [3)
Yang dimakszod dengan “hasil perencanaan” adalah rencana rinci
SKP, rencana detall KPB, dan rencana toknis SP.
Avat (B}
Culup jelas,
Axvat [F)
Cukup jelas.
Ayat (E)
Cukup jelas,

Fasal 108 . ..

SK Mo 205068 A
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Pagsal 108
Cukup jelas.

Pasal 109

Avat [1}
Ketentuan tidak dapat dipindahtangartkan tetap berlaky dalam hal
penguasaan hak atas ranah beralh ke ahli warnis karena pemegang
hak meninpeal dunia.

Ayat [2)
Cukup jelas.

Avat [3)
Yarg dimaksud dengan “hapusnya hak atas tanah™ adalah tidak
berlaliinya hak atas ransh bagi Transmigrat yang hersatghkutan.

fAvat (4}
Targ dimasksud denpgan “tanah kemball menjadi tanah yang
dikvasal neeara” adalab penguasaan tanah kembah kepada negara
vang dalam hal ini pernegang Hak Pengelolaan,

Avat [3)
Cukup jelas,

Avat [6)
Cukup jelas.

Aval [7)
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas,

Pazal 111

Axar (1)
Cukup jzlas.

Avat [2)
Cukup jelas.

Ayat (3
Cukup jelas,

Avat [4)
Cukup jelas,

Ayat [5)
Cukup jclas.

Aval (Ol
Yang dimaksud dengan “memiliki nilai komersial® antara lain sepecti
pertokoan, perumahan, perbengkelan, dan sejenisnva.
Yang dimaksuel  dengan “ketentuan peraturan perundang-
undangan” adalah peraturan perundanpg-undangen di bidang
penzinan usaha,

Avat [7h. . .
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Avat [T}
Cukup pelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pazal 113

Aval 1)
Cukup jelas.

Avat [2)
Cukup jelas.

Ayar (3
Cukup jelas.

Arat |4
Cukup elas.

Ayart |3)
Cukup jclas.

Ayar [G)
Yang dimaksud  dengan “keesniuan peralutan perundany-
urlangan”  adalabh peraruran perundang-undangan di bidang
pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Ayar |f)
Yang dimaksud denpan ‘ketentuan  peraturan  perundang-
undangan” adalah peraturan perundang-undanpan di bidang
penpclelaan Kawasan Perkotzan.

Pasal 114
Culnapn jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1]
Cukup jelas.

Avat (2]
Yang dimaksud dengan “memanfaatkan” mengandung makna
bahwa jenis Transmigras menyesudikan dengan kesempalan kerja
dan peluang vsaha yang diciptakan oleh Pemerintah dan/atag
Pemenintah [Dracrah melalul pembangunan dan pengembangan
Rawasan Transmigrasl.

Pasal 117 ...
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Cukup jelaz.

Pasal 118
Ayl

Avak

A

(1]

Yang dimaksud dengan “ruang dalam Kawasan Transmigrasi vang
belutm  lavak wuntuk pengembangan vzaha kemersial® adalah
kawasan polensial tetepi masyarakat belum mampu memanfaatlkan
sccara langsung, baik untuk budidaya maupun investasi.

(21

Cukup jelas.

(3

Yang ditneksud dengan “prioritas penanganan masalah sosial
ekonomi® adalah kondisi scsial ekonomi wilayah lempal linggal
penduduk antara lain wilayah  yang  Gingkat  kepadatan
penduduknya tinggi, dasrah vang kesempatan kerja terbacas,
dacrah vang kondisi fisik alamnya kritis, daerah vang terancam,
atan terkena bencana alam.

Avat {4}

Pasal 115

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Paszal 120
Aval

AYal
Ayat

Avat

i1
Cukup jelas.
i)
Cukup jelas.
(3
Cukup jelas.
[
Cukup jeclas.

Avat [3)

Cukup jelas.

Axat [

Ak No 205101 A

Yang dimaksud dengan *untul penyediaan prasarana dan sarana
dasar” adalah sarana kepentingan umum yang menjadi tangpung
jawab Pernerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah,

Yang dimaksud dengan "dukungan pengembangan usaha” adalah
dukungan penguatan kelembagaan ekonomi vang diperlukan untuk
mendorong berkkembangnyve usaha.

Pasal 12! ...



Fasal 121

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jclas.

Pasal 123

Culup jelas.

Pasal 124

Cukalp jelas.

Pasal 125

Culkup jelas.

Pasal 126

Cukup jclas.

Fasal 127

Cubiup jelas.

Pasal 128
Avat {1}

Cukup jelas,

Avat [2}
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Yang dimaksud dengan “informasi pasar® adalah infoermas: yang
rerkalt dengan produk yang dikembanglkan anrara lain bahan babkog,

Bahan baku penolong, dan haasl produlcs:.

Aval [

Cukup elas.

Avat [4)

Cukup jelas.

Avar [T

LCukup jelas,

Avat [B)

Cukup jelas.

Ayat [F)

Cukup pelas.

Aval [B)

Cukup jelas.
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Pasal 129
Cukup jelas.

Fasal 130
Cukup jelas.

Paszal 131

Avart (1)
Cukup jelas.

Aval (2)
Cukup jelas.

Ayar 3]
Yanpg dimaksud dengan *rerdaftar secara sah sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan®  adalah bentuk
pengakuan keberadaan suatu Melompoek aldw Organisdasi
masyarakat yang dipersyaratian  oleh kefentpan peraturan
perundang-undangan.  Termasuk pengertian kelompok  atey
organisasi mayarakat vang terdaftar antara lain lembaga profesi,
lembaga pendidikan, lembaga rizset, lembaga keagamaan, lembaga
so=ial, yayvasan, dan scjenisnya.

Aval (4]
Cukup jelas.
Fasal 132
Ayat (1]
Huruf a
Cukup jelas.
Hurut b
Yarg dimaksud dengan *penanaman modal” adalah kegiatan
pengembangan  mvestast  yang  terkail denpan  proses
pelaksanaan Transmigraz.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayar (2]

Yang dimaksud depngan “kelentuan  peraturan  peruandang-
undangan” adalah peratoran perendang-undangan i thdang
penpadaan barang dan jasa.
Avat (3]
Cukup jelas.
Ayat (d]
Cukup jelas.
Avat {3} . ..
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Avat [

Cukup jalas.
Avat [H)

Cukup jelas.

Pasgal 133
Cukup jelas,

Pasal 134

Avar [1)
Cukup jelas.

ayat [2)
Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana usabha” o adalab
prasarana dan sarana usaha yang diperlulkan untuk melaksanakan
kepiatan di bidang wusahs  vang bersangkulan antarg lain
pembangunan kebun siap tanam, jalan Kebun, penyediaan kapal
tangkap, peneadaan bibit, dan ssjenisnyd.

Avat (3]
Cukup jelas.

Avat (4]
Culkup jelas.

Aval [3)
Culoup jelas.

Avat {6
Cukup jelas.

Pasal 135
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat {2}
Huruf a
Yang dimaksud dengan *perumahan” adalah rumah
Transmigran pada jenizs TSM.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sarana komersial” adalah sarana
dalam pusat SKP' danfatau KFB yang memiliki nilal
komersial  seperti  pertokoan,  pasar,  penginapan,
perbengkelan, dan lain-lain zejerus.

Pasal 136
Avat [1)
Cukup clas.

Aval (2. ..
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Avar |2
Cultup jclas.
Ayat {3)
Cukup jelas.
Ayat (4]
CukLip jelas.
Avai (3]
Huwuf a
Yang dimaksud dengan “informasi peluang berusaha” antara
lain inlormasi  tontang  potenst usaha  yang  dapat
dikembanghtsan, tlermasuk informest yang berkaitan dengan
proses produksi, distribusi, den pasar,
Huuf b
Culkup jelas.

Pasal 137

Axvat [1}
Culkup jelas,

Avat [2)
Yatyg dimaksud dengan “sarana industti dan sarana perdagangan
dan jasa” adalah sarana vang diperpunakan untuk melaksanakan
kegiotan industrl, perdagangan, dan jasa =scperh pembanpunan
pabrik, toko, pasar, hotel/ penginapan, dan lain-lain.

Avat (3)
Crkup jelas.

Fazal 138

Axat [1)
Cukup jclas.

Avat [2)
Yang dimaksud dengan “usaha pelavanan perpimdahan” adalab
usaha jAasA pelayvanan perpatcdahan begn Transmegran jermis TEM
vang meliputi kegiatan antara lain pelavanan jasa rekrutmen,
akemodasi dan konsumesl, pengangkutan dari termpat asal sampal
dengan permukiman, dan pelayanan untuk memperoleh tempat
tinggal dan peluang berusgha Jdi Permukiman Transmigrass vang
dituju.

Ayart |3)
Cukup jelas.

Ayat (4
Cukup jelas.

Ayal [3]
Cukup jelas.

Ayat (6 . ..
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Avat [6)

Cukup jelas.

Avyat (7]

Pasal 139

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan  pendidikan, pelayanan
kezchatan, pelatihan, ataw pendampingan” antera Jain berups
npaya penggerakan swadava masyverakat, pembenan bantuan tidak
mengikal, penyediaan lenags pendamping dan advokasi pemberian
bantuan dalam penyediaan fasilitas sozial dan lasilitas umom di
bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ssjenisnya vang
bermanfaat  untuk  mendorong kemandiman  Masyarabet
Transmigrasi.

Ayar (2]

Cukup jelas.
Ayat (3

Cukup jelas.
Avar (4]

Cukup jelas.

Fasal 144
Cukup jelas.

Paszal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Avar (1)

Yang dimaksud dengan “tate cara kerja sama” adalah melibatkan
Pemerintah  Pusart,

Pemenintah

Permetintaty  Duerah  Provins,
Kabupaten fKatga

dan/ atau

Kewenangannyva, serlda Badan Usaha, perpuruan tinggi! akademisi,

masyarakar

dan  merdia tlenpgan  ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Avar |2

Cukup jelas.
Ayat |3)

Cukup jelas.
Avar (4

Culkup jelas.
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Cukup [elas.

Pasad 145

Cukup jelas.

Pasgal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cubkap jelas,

Pazal 148

Cukup jelas.

Pasgal 1493

Cukup jelas.

Pasal 150

Culenpe jelay.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cilkup jelas.

Pagal 153

Cukup jelas.

Paszal 154

Cukup jelas.

Fagnl |35

Cukup jelas.

Pazal 136

Cukup jclas.

Pasal 137

Cukup jelas.
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Paszal 138
Cukup |clas.

Pazal 159
Cukup jelas.

Pazal 160
Cukun jelas.

Fasal 161
Cubup jelas.

Pasal 162
Cukup |elas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOE &415

SK O No 205209 &



